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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas Sumber Daya 

Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat, baik secara 

parsial maupun simultan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dalam bentuk 

kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada BPKAD Provinsi 

Jawa Barat. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dengan 

sampel berjumlah 31 karyawan. Rancangan pengujian hipotesis yang digunakan 

adalah uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji analisis korelasi, uji 

analisis koefisien determinasi, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah, sedangkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara kualitas Sumber Daya 

Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

 

Kata kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to determine the effect of human resources quality and 

implementation of government accounting standards on the quality of local 

government financial report in BPKAD West Java Province, both partially and 

simultaneously using descriptive and verification method. 

The data used in the research is primary data in the form of questionnaires. 

The population in this study were employees at BPKAD West Java Province. The 

sampling technique using purposive sampling with a sample of 31 employees. The 

hypothesis testing design used is classic assumption test, multiple linear regression 

analysis test, correlation analysis test, coefficient of determination analysis test 

partial test (t test), and simultaneous test (F test). 

The result shows that there is no partially influence between human 

resources quality on the quality of local government financial report, while 

implementation of government accounting standards there is a significant effect on 

the quality of local government financial report. There was simultaneously a 

significant influence between human resources quality and implementation of 

government accounting standards on the quality of local government financial 

report. 

 

Keywords: Human resources quality, Implementation of government accounting 

standards and Quality of local government financial report 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan perangkat 

negara dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan 

desentralisasi agar mampu menjalankan kebijakan pemerintah secara efisien 

diseluruh wilayah mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di 

dunia. Sehingga akan sulit menjalankan pemerintahan apabila tidak dilakukan 

desentralisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya tuntutan 

masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas memaksa pemerintah untuk 

menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu 

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyajikan laporan 

keuangan yang berkualitas. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) mencerminkan tata tertib pengelolaan keungan pemerintah daerah. Salah 

satu langkah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, pemerintah 

harus konsisten dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Perbaikan tersebut dapat dilihat dari semakin membaiknya opini yang diberikan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan 

pemerintah. Bentuk hasil penilaian dari BPK terdiri dari 4 (empat) jenis opini yaitu: 
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1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

 

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

 

3. Tidak Wajar (TW) 

 

4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 

 

Hasil penilaian dari BPK disampaikan dalam bentuk opini dengan 

mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- 

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan 

pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya 

untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan , baik para 

pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dalam kepentingan 

pengambilan keputusan. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD) harus memiliki karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

karakteristik tersebut yakni (i) relevan, (ii) andal, (iii) dapat dibandingkan dan (iv) 

dapat dipahami. 

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 (IHPS I), 

dalam 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018), opini LKPD mengalami perbaikan. 

Kenaikan opini tersebut terjadi pada pemerintah kabupaten dari 298 LKPD (72%) 

menjadi 327 LKPD (79%). Begitu pula pada pemerintah kota yang mengalami 

kenaikan dari 80 LKPD (86%) menjadi 84 LKPD (90%). Kenaikan tersebut terjadi 

antara lain karena pemda telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi 
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pada tahun-tahun sebelumnya sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah 

disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Sementara itu, terjadi penurunan 

opini WTP pada pemerintah provinsi dari 33 LKPD (97%) menjadi 32 LKPD 

(94%). Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2018 mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan LKPD Tahun 2017, tetapi terdapat 15 dari 542 

(3%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih 

banyak dibandingkan penurunan opini tahun 2017 sebanyak 14 dari 542 LKPD. 

 

Gambar 1.1 Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD 

Sumber: https://bandung.bpk.go.id/, diunduh 13 Februari 2020 

Gambar 1.1 di atas menggambarkan perkembangan opini terhadap LKPD di 

Jawa Barat dari tahun 2011 - 2018. Terjadi peningkatan terhadap opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dan penurunan terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) 

dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Meskipun demikian, pemerintah 

daerah masih perlu meningkatkan kompetensi dalam menyajikan laporan 

https://bandung.bpk.go.id/
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keuangan. Dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran 

dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. 

Tabel 1.1 

Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas Provinsi Jawa Barat 

 
No. Tahun Anggaran Opini BPK 

1 2011 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2 2012 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

3 2013 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

4 2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

5 2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

6 2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

7 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

8 2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Sumber: https://bandung.bpk.go.id/ 

 

Sesuai dengan Tabel 1.1 Jawa Barat merupakan Provinsi yang mendapatkan 

opini Wajar Tanpa Pengecualian 8 (delapan) kali beruntun dari tahun 2011 - 2018. 

Meskipun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) memberikan 3 (tiga) catatan penting. Menurut Kepala Perwakilan 

BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, beberapa permasalahan tersebut 

diantaranya adalah pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran pada beberapa 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengelolaan kas itu masih tidak sesuai dengan 

ketentuan sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan kas oleh bendahara. Di 

kutip dari (https://www.pikiran-rakyat.com/, diunduh pada tanggal 25 Februari 

2020). 

https://bandung.bpk.go.id/
https://www.pikiran-rakyat.com/
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Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, H.Daddy 

Rohanady mengapresiasi diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 

LKPD Pemprov Jabar TA 2018. Namun, Pemprov harus segera memperbaiki 

semua catatan dan temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, 

berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan selisih perhitungan antara BPK dan 

Pemprov Jabar mencapai Rp26 Miliar yang tersebar di sejumlah OPD. BPK sudah 

membuat Surat Keterangan Jaminan Mutlak (SKJM) yang sudah disetujui pihak- 

pihak terkait. Untuk itu, semua catatan harus segera memperbaiki selama 45 hari. 

Dikutip dari (https://www.faktabandungraya.com/, diunduh pada tanggal 2 Maret 

2020). 

Kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan 

BPK masih menemukan beberapa permasalahan atau catatan yang perlu mendapat 

perhatian meskipun hal temuan tersebut masih dalam batas toleransi. Ia pun 

membeberkan terkait catatan BPK diantaranya pengelolaan kas di bendahara 

pengeluaran pada OPD yang masih tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga 

berpotensi adanya penyalahgunaan kas oleh bendahara. Selanjutnya catatan 

mengenai pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur, 

terkait jalan pada Dinas Bina Marga. Adanya ketidak sesuaian ketentuan sehingga 

mengakibatkan kelebihan pembayaran. Catatan ketiga terkait pengelolaan dan 

pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak 

memadai dan catatan mengenai penatausahaan aset. Dikutip dari 

(https://jabar.tribunnews.com/, diunduh pada tanggal 5 September 2020). 

Sesuai pemaparan hasil pemeriksaan BPK RI, terdapat catatan yang harus 

ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Ineu Purwadewi 

https://www.faktabandungraya.com/
https://jabar.tribunnews.com/
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Sundari selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, berdasarkan catatan tersebut 

maka DPRD Jawa Barat akan segera membahas menindak lanjuti hasil apapun yang 

menjadi catatan dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia 

mengatakan hal tersebut harus mendjadi pembelajaran dan perhatian bersama 

bahwa ke depan catatan-catatan tersebut tidak terulang kembali, sehingga Ia 

berharap di masa yang akan dating catatan WTP tidak terdapat catatan-catatan. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa 

mengatakan BPK masih menemukan beberapa permasalahan atau catatan yang 

perlu mendapat perhatian meskipun hal temuan tersebut masih dalam batas 

toleransi. Temuan tersebut terdiri dari temuan atas Sistem Pengendalian Intern 

(SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. 

(https://www.ayobandung.com/read/2019, diunduh pada tanggal 5 April 2020). 

DPRD Jawa Barat mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

di lingkungan Pemprov Jabar untuk menuntaskan persoalan selisih anggaran 

sebesar Rp26 miliar yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI) dalam LKPD Jabar Tahun Anggaran 2018. Anggota Badan 

Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Daddy Rohandi membeberkan secara spesifik 

temuan selisih anggaran sebesar Rp26 miliar tersebut terdapat di Dinas Bina Marga 

dan Penataan Ruang (DBMPR) sebesar Rp20 miliar dan Rp6 Miliar lainnya di 

Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda), dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Irfan Suryanegara selaku 

Wakil Ketua Banggar DPRD Jabar mengatakan BPK RI menemukan sejumlah 

pengerjaan proyek dan program OPD yang berpotensi menimbulkan kerugian 

negara akibat adanya perbedaan pandangan antara OPD dan BPK RI yang 

https://www.ayobandung.com/read/2019
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menyebabkan terjadinya selisih perhitungan anggaran. Berdasarkan Rapat Banggar 

DPRD Jabar yang digelar Rabu 12 Juni 2019 kemarin, pihaknya meminta seluruh 

OPD yang menerima catatan BPK RI untuk segera menyelesaikan persoalan 

tersebut dalam 45 hari ke depan. (https://jabar.sindonews.com/, diunduh pada 5 

April 2020). 

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Arman 

Syifa menilai akuntan mempunyai peran penting dalam pembukuan keuangan 

pemerintah daerah. Ia meminta daerah yang belum mendapat opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) untuk menambah tenaga akuntan. Menurutnya langkah yang 

dilakukan Pemprov Jawa Barat dengan mempekerjakan puluhan akuntan untuk 

pembukuan keuangan patut dicontoh. Hasilnya sangat signifikan dengan raihan 

tujuh kali beruntun opini WTP dari BPK RI. Di kutip dari (https://news.detik.com/, 

diunduh pada tanggal 5 April 2020). 

Berdasarkan IHPS I 2019, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7.398 

temuan yang memuat 12.117 permasalahan yang terdiri atas 5.858 permasalahan 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun. Permasalahan 

kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 30 pemda, 

antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, serta system informasi 

akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang memadai. 

Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian terjadi 

pada Pemprov Jawa Barat yaitu harga satuan timpang dan selisih/koreksi harga 

satuan atas pelaksanaan 7 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan pada 

https://jabar.sindonews.com/
https://news.detik.com/
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Dinas Bina Marga sebesar Rp15,53 miliar dimana proses perencanaan, pengadaan 

dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Bina 

Marga yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan 

pembayaran. Kelebihan beyar itu terjadi pada 7 ruas jalan provinsi. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya selisih perhitungan antara BPK RI dan Pemprov Jawa 

Barat. Ketidakpatuhan ini terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai 

dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Biaya Anggaran 

(RAB). Sumber daya manusia yang berkualitas mampu memahami dan 

menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga 

tidak terjadi penyimpangan atau kemunginan terjadinya kerugian negara. 

Selain itu, bagian pekerjaan tidak lengkap/kurang/rusak atas pelaksanaan 6 

paket pekerjaan pembangunan gedung, jalan dan jembatan pada Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda), Dinkes, dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar 

Rp1,80 miliar. Hal tersebut terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai 

dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Biaya Anggaran 

(RAB), serta tidak cermat dalam menetapkan HPS sesuai dengan harga yang wajar 

dan dalam melaksanakan kegiatan swakelola sesuai dengan ketentuan. 

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor pusat 

pengelolaan pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sumedang tahap I dan 

peningkatan jalan Parungpanjang – Bunar yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada 

Pemprov Jawa Barat sebesar Rp2,63 miliar. Penyebab terjadinya permasalahan 

tersebut karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak cermat dalam mengawasi 

pelaksanaan maupun pembayaran honor kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Permasalahan lainnya yang ditemukan oleh BPK yaitu penyimpangan 
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administrasi sebanyak 2.258 permasalahan ditemukan pada 530 pemda, salah 

satunya pada Pemkab Purwakrta. Dimana terjadi permasalahan penyetoran 

penerimaan negara/daerah yaitu Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa 

pajak pada Puskesmas terlambat disetor ke Bendahara Penerimaan dan ke kas 

daerah. Penyimpangan administrasi terjadi karena kepala ODP kurang cermat 

dalam penentuan target retribusi dan kurang optimal dalam pengendalian terhadap 

penyetoran penerimaan dan petugas pemungut dan bendahara penerimaan kurang 

cermat dalam penyetoran penerimaan retibusi. (IHPS I 2019). 

Selain kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas LKPD adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang di 

terapkan pada suatu daerah dalam menyusun laporan keuangannya. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, SAP itu sendiri merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar 

akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia 

(Rahmawati, dkk : 2018). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, 99 dari 542 LKPD yang diperiksa 

memperoleh opini selain WTP, yaitu 86 WDP dan 13 TMP. LKPD Tahun 2018 

belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan 

yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang 

cukup. Permasalahan tersebut dijumpai pada Pemkab Bandung Barat dalam akun 

piutang. Piutang lainnya dalam proses tuntutan ganti rugi dan piutang atas tuntutan 

ganti rugi yang belum disetor ke kas daerah yang telah dilengkapi dengan Surat 
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keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tetapi tidak didukung dengan 

jaminan yang memadai. Permasalahan lainnya terdapat pada akun beban operasi – 

LO, dimana beban hibah untuk sarana dan prasarana SMP swasta tidak digunakan 

sesuai dengan pertanggungjawabannya pada Pemkab Cianjur. (IHPS I 2019). 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rifky 

Alamsyah, dkk (2017) yang menyatakan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber 

Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 

Penelitian Rahmawati, dkk (2018) menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat merupakan 

perangkat daerah yang mengelola dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah di Jawa Barat. Meskipun pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa 

Barat sudah baik dengan didapatkannya opini WTP selama 8 kali berturut-turut, 

namun nyatanya dalam hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI, Pemprov Jawa 

Barat masih mendapatkan catatan-catatan penting yang berpotensi terjadinya 

penyalahgunaan kas dan kerugian negara sehingga harus segera ditangani dan 

diperbaiki. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan 

masalah menjadi poko-pokok pembahasan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa 

Barat? 

2. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada BPKAD 

Provinsi Jawa Barat? 

3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD 

Provinsi Jawa Barat? 

4. Seberapa besar Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat baik secara parsial 

maupun simultan? 

 
 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, serta 

menganalisis data, dan solusi permasalahan mengenai pengaruh Kualitas Sumber 

Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi 

Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada 
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BPKAD Provinsi Jawa Barat. 

 

3. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD 

Provinsi Jawa Barat. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar Kualitas Sumber Daya Manusia dan 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat baik 

secara parsial maupun simultan. 

 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan 

pengetahuan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan 

dapat meningkatkan ilmu dalam bidang ekonomi ataupun akuntansi yang 

berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

2. Kegunaan Praktis 

 

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara 

lain: 

1. Bagi Penulis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai 

laporan keuangan Pemerintah, khususnya dalam pengaruh Kualitas 

Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akunasi Pemerintah 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

2. Bagi Instansi Pemerintah 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan masukan 

bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya kualitas Sumber Daya 

Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pengelolaan 

Laporan Keuangan. 

3. Bagi Pihak Lain 

 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan sumber 

informasi, baik bagi pembaca maupun bagi peneliti selanjutnya. 

 
 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro No.22 Citarum, Kec. Bandung 

wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115. 

Dan waktu penelitian dimulai sejak April 2020 sampai dengan Juli 2020 

dengan melakukan pemberian kuesioner kepada pegawai yang BPKAD Provinsi 

Jawa Barat. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

2.1.1.1 Definisi Kualitas 

 

Menurut Ismail (2018:2) kualitas atau mutu adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya 

dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. 

Sedangkan menurut Pandiangan (2019:31) kualitas adalah sebuah 

pencapaian yang telah dilalui secara keseluruhan yang telah dicapai melalui proses 

baik dan buruknya sebuah akhir hasil yang diinginkan. 

Pengertian kualitas menurut Walujo, dkk (2020:4) yaitu: (1) 

pemenuhan/pemuasan keinginan konsumen; (2) kesesuaian terhadap standar/tolok 

ukur yang telah ditetapkan; dan (3) harga yang terjangkau (ekonomis). 

Berdasarkan beberapa definisi kualitas yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa definisi dari kualitas adalah suatu karakteristik, bentuk 

pencapaian, kesesuaian dan nilai dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan. 

2.1.1.2 Definisi Sumber Daya Manusia 

 

Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dibedakan antara 

pengertiannya secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah 

semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas 

wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah 
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maupun memperoleh pekerjaan. SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah 

manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang 

disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain (Idris, 

2016:65). 

Menurut Samsuni (2017:113) Sumber Daya Manusia adalah penduduk yang 

siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut Susan (2019:954) Sumber Daya Manusia (SDM) 

adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu 

di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga 

harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. 

Menurut Siahaan (2016:6) sumber daya manusia itu adalah tenaga atau 

kekuatan/kemampuan yang dimiliki oleh seorang berupa daya pikir, daya cipta, 

karsa dan karya yang masih tersimpan dalam dirinya sebagai energi potensial yang 

siap dikembangkan menjadi daya-daya berguna sesuai dengan kainginan manusia 

itu sendiri. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan definisi Sumber Daya Manusia 

(SDM) adalah suatu individu yang memiliki suatu kemampuan dan berfungsi 

sebagai aset yang dapat terus dikembangkan kemampuannya. 

2.1.1.3 Definisi Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Menurut Ruhana (2012:53) kualitas sumber daya manusia pada dasarnya 

berkenaan dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja seseorang 

melakukan berbagai kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang ikut serta 

menentukan kualitas hidupnya. 
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Menurut Afrianti dalam Wardani dan Andriyani (2017) menyatakan kualitas 

sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas sumber daya manusia adalah suatu karakteristik atau nilai yang dimiliki 

oleh individu manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

bekal pendidikan pelatihan dan pengalaman. 

2.1.1.4 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Indikator kualitas atau mutu sumber daya manusia menurut Devy 

(2017:151) dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 

a. Tingkat Kesehatan 

 

Indikator tingkat Kesehatan penduduk: 

 

1. Angka kematian. Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat 

Kesehatan penduduk yang rendah. 

2. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat 

Kesehatan penduduk yang baik. 

Tingkat kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. 

Semakin tinggi pendapatan penduduk, pengeluaran untuk memperoleh 

pelayanan Kesehatan akan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi 

dapat menikmati makanan yang berkualitas yang memenuhi standar kesehatan. 

b. Tingkat Pendidikan 

 

Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan memiliki produktivitas 

yang tinggi jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Tingkat 
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pendidikan yang merupakan potensi sumber daya manusia yang unggul. Dalam 

bidang pendidikan, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan masyarakat turut 

menentukan kualitas sumber daya masyarakat. 

c. Pendapatan 

 

Pendapatan yang tinngi sangat memengaruhi upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat di suatu negara. Tingkat pendapatan merupakan ukuran tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin baik 

kesejahteraan masyarakat suatu negara. 

2.1.1.5 Aspek-aspek Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Menurut Idris (2016:67) kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia 

tersebut. Oleh sebab itu untuk kepentingan percepatan suatu pembangunan 

dibidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

suatu persyaratan utama. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut 2 (dua) 

aspek, yakni: 

1. Aspek fisik. Untuk meningkatkan kealitas aspek fisik dapat diupayakan melalui 

program-program kesehatan dan gizi. 

2. Aspek nonfisik. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan- 

kemampuan nonfisik tersebut, maka upaya Pendidikan dan pelatihan adalah 

yang paling diperlukan. 

Kedua aspek tersbut menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan 

keterampilan-keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia ini juga dapat diarahkan kepada kedua aspek tersebut. 
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2.1.1.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan aset yang sangat 

berguna bagi organisasi. Akan tetapi, dengan perkembangan masa dan juga 

pertumbuhan organisasi yang dinamis potensi yang ada harus terus diasah dan 

ditingkatkan agar dapat mengikuti tuntutan dinamika lingkungan. Organisasi yang 

baik dan maju akan selalu peduli terhadap pengembangan potensi sumber daya 

manusianya. Pengembangan karyawan merupakan kunci bagi strategi bisnis yang 

didasarkan pada pengembangan modal intelektual, mengembangkan talenta 

manajerial, dan memberi kesempatan bagi anggota organisasi untuk bertanggung 

jawab atas kinerjanya sendiri. Di sisi lain, pengembangan ini juga merupakan 

komponen penting dalam suasana iklim ekonomi yang penuh persaingan untuk 

menjawab tantangan global dan perubahan sosial serta untuk memadukan antara 

kemajuan dan perubahan tekonologi dalam desain pekerjaan.(Martoredjo, 

2015:447) 

Menurut Riniwati (2016:160) pengembangan sumber daya manusia 

mempunyai tujuan menghasilkan susunan kerja yang mampu membuat karyawan 

untuk lebih maju dalam mengembangkan keahlian dalam bentuk softskill maupun 

hardskill. Pengembangan ini bisa melalui Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. 

Prinsip dari program pengembangan adalah meningkatkan kualitas, mutu serta 

efektivitas dan efisiensi kerja dari para individu masing-masing karyawan beserta 

posisi dari pada jabatannya. Terdapat 2 (dua) jenis pengembangan, sebagai berikut: 

1. Pengembangan secara formal. Sistem ini mengacu kepada pengembangan 

para karyawan diberikan suatu tugas perusahaan untuk mengikuti pendidikan 

dan latihan. Pendidikan dan pelatihan ini ada yang bersifat dari perusahaan 
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tempat kerja maupun pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh pihak 

lain. Pengembangan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pekerjaan 

pada saat ini maupun pada saat mendatang. Pengembangan ini bersifat pada diri 

sendiri atau secara personal. Dalam pelatihan maupun pendidikan memang 

sangat dibutuhkan dana yang tidak sedikit karena ini adalah harapan untuk 

mendapat keuntungan di masa depan. Sehingga banyak perusahaan yang 

berlomba-lomba untuk menggunakan sistem ini. 

2. Pengembangan secara informal. Sistem ini mengacu kepada inisiatif 

karyawan yang ingin mengikuti pelatihan dan mengembangkan dirinya. Hal ini 

bisa dilakukan dengan mempelajari modul, buku sumber-sumber untuk bisa 

mempelajari korelasi antara pengembangan pribadi dengan pekerjaan atau 

posisinya. Pengembangan secara formal ini menjelaskan bahwa karyawan 

mempunyai inisiatif dan keinginan yang besar untuk meningkatkan mutu 

kuakitas dalam bekerja. Hal ini memang menguntungkan perusahaan 

dikarenakan perusahaan tidak mengeluarkan dana yang besar untuk 

meningkatkan kualitas dari pada karyawan. Hal ini juga sudah merupakan 

efisiensi tetapi juga meningkatkan produktivitas kerja yang semakin baik. 

2.1.1.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

 

Menurut Mardiasmo dalam Kurniawan (2019:161) kompetensi sumber daya 

manusia bidang akuntansi mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang 

berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan 

karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang 

dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. 

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi syarat tepat waktu agar 
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memenuhi kriteria laporan keuangan yang sudah relevan. Sumber daya manusia 

yang dimaksud disini secara khusus adalah apparat-aparat pemerintah yang 

memiliki pengetahuan yang cukup memadai dibidang akuntansi. Sumber daya 

manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena 

itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik 

mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya yang mengerti akan prinsip-prinsip 

pelaporan keuangan, membuat kualitas laporan keuangan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang 

pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai 

pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami 

logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah 

dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada 

kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan 

standar yang telah ditetapkan. (Yosefrinaldi, 2013:5). 

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang 

harus dimiliki sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan adalah 

pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berlatar belakang akuntansi, serta 

didukung dengan keterampilan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan, 

tekun dalam memngikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dan 

memiliki pengalaman dalam bidang keuangan. 
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2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan 

 

2.1.2.1 Definisi Standar 

 

Menurut Rosalin (2017:108) standard mengandung arti ketentuan yang 

menjadi dasar acuan pokok sebagai berikut: (1) Sebagai pedoman untuk setiap 

anggota dalam mematuhi standar tersebut; (2) Sebagai hukum yang ditaati dengan 

kesepakatan bersama; dan (3) Maka dari itu yang perlu ditekankan adalah sifatnya 

mengikat. 

Dari definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bawah standar 

merupakan batasan terhadap suatu aturan yang perlu ditaati dan bersifat megikat 

bagi seluruh anggota dalam suatu organisasi. 

2.1.2.2 Definisi Akuntansi 

 

Berdasarkan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, pengertian Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 

Menurut Sochib (2018:2) akuntansi merupakan proses yang berupa urut- 

urutan langkah yang harus dilalui oleh sebuah transaksi bisnis. Urut-urutan langkah 

yang diawali dengan adanya dokumen bisnis berupa bukti transaksi yang kemudian 

dicatat dalam jurnal dan diposting ke ledger sehingga dapat dihasilkan laporan 

keuangan. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi merupakan rangkaian kegiatan 

dalam mecatatan kegiatan transaksi dan kejadian keuangan sehingga dapat 

menghasilkan laporan keuangan. 
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2.1.2.3 Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan 

 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam 

Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Berdasarkan PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan 

dan parktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah daerah untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar 

entitas. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintahan, menyatakan bahwa Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah primsip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Sedangkan menurut Zeyn (2011:24) Standar Akuntansi Pemerintahan 

mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, amuoun antar entitas. Laporan 

keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. 

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi Standar Akuntansi Pemerintah, 

dapat disimpulkan bawha SAP merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai 
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pedoman dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah dan memiliki kekuatan 

hukum. 

2.1.2.4 Jenis Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan 

 

Adhi dan Suhardjo (2013:96) menyatakan: 

 

“Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini 

termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah 

dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan 

akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan 

evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan 

keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan 

keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus 

disusun berpedoman pada SAP.” 

 

Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada 

SAP. SAP pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengacu pada pedoman umum SAP. Sedangkan SAP pada Pemerintah Daerah 

diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman 

SAP. Pedoman SAP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Kuangan setelah 

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tercantum dalam dua lampiran 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 yaitu: 

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui 

pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis 

akrual, serta mengakui pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang 

mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayan berbasis kas, serta mengikuti 

asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. 
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2.1.2.5 Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan 

 

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah telah menetapkan dua belas PSAP 

yang terdiri dari: 

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan 

untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar 

periode, maupun antar entitas. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu 

set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary 

reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai 

berikut: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

 

c. Neraca; 

 

d. Laporan Operasional; 

 

e. Laporan Arus Kas; 

 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; 

 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

 

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar 

penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka 

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan 
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informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang 

telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya 

mencakup pos-pos sebagai berikut: 

a. Pendapatan-LRA; 

 

b. Belanja; 

 

c. Transfer; 

 

d. Surplus/defisit-LRA; 

 

e. Penerimaan Pembiayaan; 

 

f. Pengeluaran Pembiayaan; 

 

g. Pembiayaan neto; 

 

h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 

 

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas 

 

Tujuan Pernyataan Standar Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus 

kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara 

kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi , pendanaan dan transitoris selama satu periode 

akuntansi. 

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur 

penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan 

Keuangan. Dalam pengungkapan yang memadai, Catatasn atas Laporan 

Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 

 

b. Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro; 

 

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 

d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan 

kejadian-kejadian penting lainnya; 

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar 

muka laporan keuangan; 

f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntasi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan; dan 

g. Informasi lainnya yang dieprlukan untuk penyajian yang wajar, yang 

tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

5. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan 

 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi 

persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Laporan 

keuangan mengungkapkan: 

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan 

 

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan 

yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang 

disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 
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6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 

 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi 

untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus 

disajikan dalam laporan keuangan. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam 

laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara 

lain: 

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

 

b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 

 

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi 

jangka panjang; 

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan 

tersebut; 

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 

 

f. Perubahan pos investasi. 

 

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 

 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset 

tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan 

perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat 

(carrying value) aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa 

depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat 

diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Berwujud; 

 

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

 

c. Biaya perolehan aset dapay diukur secara andal; 
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d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

 

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

 

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 

 

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur 

perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Suatu entitas harus 

mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir 

periode akuntansi: 

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat 

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 

 

c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 

 

d. Uang muka kerja yang diberikan; 

 

e. Retensi. 

 

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 

 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntasi kewajiban 

meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya 

pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Utang pemerintah 

harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk 

memberikan informasi yang lebih naik kepada pemakainya. Untuk 

meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah: 

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang 

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 
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b. Jumlah saldo kewajiban berupa untang pemerintah berdasarkan jenis 

sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga 

yang berlaku; 

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh 

tempo; 

e. Perjanjian restrukturisasi untang; 

 

f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur 

utang berdasarkan kreditur; 

g. Biaya pinjaman; 

 

10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntnasi atas 

koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporam laporan keuangan, perubahan 

kebijakan akuntnasi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak 

dilanjutkan. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi 

yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan 

menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun ekuitas. Koreksi yang 

berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan 

atas laporan keuangan. 

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 

 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan 

keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan 

laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) 
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demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. 

Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan 

umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

bersama Sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif 

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Laporan keuangan konsolidasian terduru dari Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional 

 

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar- 

dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka 

memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan Operasional 

menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, 

surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar 

biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan 

dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan 

moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang 

dianggap perlu untuk dijelaskan. 

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan 
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kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan 

Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan daerah. 

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan 

adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama 

suatu periode. 

Menurut Shatu (2016:162) kesimpulan dari pengertian Laporan Keuangan 

adalah: (1) Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk 

membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan; (2) Merupakan potret perusahaan, yaitu dapat 

menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, apakah 

dalam kondisi yang baik atau tidak; (3) Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi 

perusahaan yang diklasifikasikan, pada periode tertentu; (4) Merupakan ringkasan 

dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang 

bersangkutan. 

Dari pemaparan teori mengenai laporan keuangan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari 

proses akuntansi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada suatu 
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periode yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan baik pihak internal maupu pihak eksternal. 

2.1.3.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesoia No.71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan merupakan laporan 

yang terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk 

melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib 

menhyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas 

pelaporan terdiri dari: 

1. Pemerintah pusat; 

 

2. Pemerintah daerah; 

 

3. Kementrian Negara/Lembaga; dan 

 

4. Bendahara Umum Negara 
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2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan 

Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan. 

Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

 

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan Realisasi 

Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. 

2. Neraca 

 

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah 

yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu kemudian di 

perbandingkan dengan periode sebelumnya. 

3. Laporan Arus Kas 
 

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan 

keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan. Laporan 

Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas 

investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas 

dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. 
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4. Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan 

keuangan yang menyajikam informasi tentang penjelasan pos-pos laporan 

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, karakteristik laporan keuangan merupakan prasyarat 

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki, yaitu: 

1. Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan 

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan 

dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya; 

2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 

dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan; 

3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan 

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan 
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secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat 

dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi 

yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerpkan kebijakan akuntansi 

yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan; 

4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang 

disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan 

operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari 

informasi yang dimaksud. 

2.1.3.5 Penyusunan Laporan Keuangan 

 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Menyusun Laporan Keuangan 

pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk 

memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan 

pemerintah daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. 

Kemudian Laporan Keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 

oleh gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggran berakhir. 
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2.1.4 Peneliti Terdahulu 

 

Penelitian terdahuu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penulis 

karena terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan. Berikut ini merupakan 

beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis, amtara lain: 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 
 

No. Nama dan 

 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Astika 

Rahmawati, dkk 

(2018) 

Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintah, 

Pemanfaatan 

Tekonologi Informasi, 

dan  Sistem 

Pengendalian  Intern 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

SKPD Kota Tangerang 

Selatan 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa aplikasi 

standar akuntansi pemerintah, 

utilisasi teknologi informasi, 

dan system control intern 

secara parsial berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

laporan keuangan SKPD 

Pemerintah Kota Tangerang 

Selatan. 

2. Noprial 

Valenra 

Maksyur 

(2015) 

Pengaruh Kualitas 

Sumber Daya Manusia, 

Komitmen Organisasi, 

Sistem Pengendalian 

Intern, dan 

Pemanfaatan 

Hasil penelitian baik secara 

parsial atau simultan 

menemukan bahwa variabel 

kualitas sumber daya manusia, 

komitmen  organisasi, system 

pengendalian    internal,    dan 
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  Teknologi Informasi 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Studi Empiris pada 

SKPD Kabupaten 

Indragiri Hulu) 

pemanfaatan teknologi 

informasi mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan. 

3. Daniel Kartika 

Adhi  dan 

Yohanes 

Suhardjo 

(2013) 

Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan 

Kualitas Aparatur 

Pemerintahan Daerah 

terhadap          Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Studi Kasus pada 

Pemerintah Kota Tual) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan. 

Hasil penelitian juga 

memberikan bukti bahwa 

Kualitas Aparatur Pemerintah 

Daerah berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan. 

4. Ida Ayu Enny 

Kiranayanti dan 

Ni Made Adi 

Erawati 

(2016) 

Pengaruh Sumber 

Daya Manusia, Sistem 

Pengendalian Intern, 

Pemahaman Basis 

Akrual terhadap 

Kualitas Laporan 

 

Keuangan Daerah 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi sumber 

daya manusia, sistem 

pengendalian intern, dan 

pemahaman atas regulasi 

sistem akuntansi 

pemerintahan  berbasis akrual 
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   mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

5. Merlyn C. T. 

Kalumata, dkk 

(2016) 

Pengaruh Kompetensi 

Sumber Daya Manusia, 

Tekonologi Informasi, 

Reviu Laporan 

Keuangan dan Sistem 

Pengendalian Internal 

terhadap          Kualitas 

Laporan       Keuangan 

 

pada Pemerintah 

Provinsi Sulawesi 

Utara 

Hasil pengujian parsial 

menunjukkan   bahwa 

teknologi informasi, tinjauan 

laporan keuangan dan sistem 

pengendalian  internal 

memiliki dampak signifikan 

terhadap kualitas laporan 

keuangan. Kompetensi 

sumber daya manusia tidak 

memiliki dampak signifikan 

terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran menurut Nurdin dan Hartati 

(2019:125) adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesakan dari fakta- 

fakta, observasi dan kajian pustaka. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat 

teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

antara variabel bebas yaitu Sumber Daya Manusia dan Standar Akuntansi 
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Pemerintah (SAP) dengan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

2.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Salah satu karakteristik laporan keuangan adalah andal. Laporan keuangan 

dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang terdapat pada laporan keuangan 

andal, yang berarti bebas dari pengertian yang menyesetkan penggunanya, bebas 

dari kesalahan material, serta disajikan secara jujur sesuai fakta. Dalam hal ini, 

laporan keuangan yang andal berkaitan dengan sumber daya manusia yang 

menghasilkannya. Di sisi lain, sumber daya manusia yang berkualitas dapat 

berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu 

dalam menyajikannya. Sumber daya manusia sebagai pengelola laporan keuangan 

dituntut agar memiliki keahlian yang memadai dengan berlatar belakang akuntansi 

serta pengalaman dalam bidang keuangan. Selain itu juga memiliki kemauan atau 

daya juang untuk mengasah kemampuannya dengan cara belajar ataupun mengikuti 

program pelatihan, karena kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia 

tersebut sangat berperan dan berpengaruh dalam menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber daya manusia harus 

dilakukan sebaik mungkin dan agar mampu berkontribusi dengan optimal. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maksyur (2015) menyatakan bahwa 

sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan, ini berarti apabila 

sumber daya manusia dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga pencatatan sampai dengan 

pembuatan laporan keuangan menjadi semakin baik pula. 
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Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hipotesis 

pertama (𝐻1) adalah: 

𝐇𝟏: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

2.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan atau prinsip 

penyusunan laporan yang memiliki kekuatan hukum dalam menyajikan laporan 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar laporan yang dihasilkan 

dapat memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan. Apabila laporan keuangan 

telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan useful karena 

dapat memudahkan para pengguna laporan keuangan baik pengguna internal 

maupun pengguna eksternal untuk memahami isi dari laporan yang disajikan. 

Selain itu, laporan keuangan juga terbebas dari kesalahan yang bersifat material 

atau temuan lainnya saat diperiksa oleh BPK RI sehingga berpeluang besar 

mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Dengan diterapkannya SAP maka akan 

berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo (2013) 

menyatakan bahwa pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antara penerapan SAP terhadap 

kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tual. Dari hasil penelitian memberikan 
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bukti bahwa dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang 

dipakai, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Standar 

akuntansi pemerintahan menjadi acuan yang digunakan pegawai negeri sipil daerah 

(PNSD) Kota Tual dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kota Tual. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hipotesis 

kedua (𝐻2) adalah: 

𝐇𝟐: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

2.2.3 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Pada era modern seperti saat ini kualitas sumber daya manusia sangat 

dibutuhkan dan perlu ditingkatkan guna menyesuaikan kemajuan zaman. Sumber 

daya manusia yang berkualitas dapat dengan mudah memahami penerapan SAP 

dalam menyusun laporan keuangan pada suatu instansi. Sehingga penyajian dan 

pelaporan dapat dilakukan dengan tepat waktu karena sumber daya yang 

mengerjakannya telah memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang 

akuntansi dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Selain itu dengan 

diterapkannya SAP dapat memudahkan dalam menyajikan laporan keuangan yang 

berkualitas dan laporan keuangan yang disajikan pun dapat dipahamimoleh para 

pengguna laporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

baik kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan diterapkannya SAP 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka kualitas laporan keuangan yang 
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dihasilkan akan semakin baik dan berpeluang besar mendapatkan opini WTP dari 

BPK RI. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017) 

menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Penerapan dan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat 

dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang dihasilkan akan semakin baik. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hipotesis 

kedua (𝐻3) adalah: 

𝐇𝟑: Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 
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Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Y): 

1. Relevan 

2. Andal 

3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami 

Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

(X2): 
 

1. PSAP 01 

2. PSAP 02 

3. PSAP 03 

4. PSAP 04 

5. PSAP 05 

6. PSAP 06 

7. PSAP 07 

8. PSAP 08 

9. PSAP 09 

10. PSAP 10 

11. PSAP 11 

12. PSAP 12 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia 

(X1): 
 

1. Pendidikan 

2. Pelatihan 

3. Pengalaman 

Paradigma penelitian untuk penelitian ini disusun sebagai berikut: 
 
 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

Sumber: Data diolah penulis, 2020 

 

 
2.3 Hipotesis Penelitian 

 

Menurut Sarmanu (2017:40) menyatakan hipotesis berasal dari kata hipo 

yang artinya lemah atau rendah, sedangkan tesis berarti pernyataan. Arti sederhana 



44 
 

hipotesis adalah pernyataan yang lemah, karena belum ada data dan belum diuji 

kebenarannya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

H2: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

H3: Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. 
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BAB III 

 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

Objek Penelitian menurut Fitrah dan Luthfiyah (2017:156) adalah dasar dari 

persoalan dan atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian 

hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Dalam penelitian ini 

yang menjadi objek penelitian adalah kualitas sumber daya manusia, penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. 

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa 

Barat berada di Jalan Diponegoro No.22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, 

Jawa Barat. Berdasarkan Peratutan Gubernur Jawa Barat No.79 Tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah, Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan 

aset daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta 

pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, 

melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai 

bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan mempunyai 

fungsi: 
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a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan 

dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi; 

b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi 

kewenangan Provinsi; 

c. Penyelenggaraan administrasi Badan; 

 

d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan 

 

e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

Adapun Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: 

1. Melakukan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

 

2. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD); 

 

3. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TIPAD); 

 

4. Sebagai Pejabat Penata Usahaan Barang Milik Daerah; 

 

5. Evaluator APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota; 

 

6. Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

 

3.1.2 Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, 

dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi 

menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara 

fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

(Silviani, 2020:119). 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Jawa Barat 

Sumber: bpkad.jabarprov.go.id/, diunduh 7 Mei 2020 

 

 

3.2 Subjek Penelitian 

 

Subjek Penelitian menurut Anshori dan Iswati (2017:115) adalah subjek 

yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian dapat juga merupakan 

tempat di mana objek (variabel) berada atau melekat. Jika bicara tentang subjek 

penelitian, maka sebenarnya bicara tentang unit analisis, yakni subjek yang menjadi 

pusat perhatian atau sasaran peneliti. 

Berdasarkan definisi diatas, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat. 

3.3 Metode Penelitian 

 

Menurut Dawson dalam Anggito dan Setiawan (2018:32) metodologi atau 

metode penelitian, berisi penjelasan tentang metodologi dan metode penelitian yang 

dipilih. 

http://bpkad.jabarprov.go.id/


48 
 

Sedangkan menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian diartikan sebagai 

cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

merupakan suatu penjelasan yang berisi cara ilmiah untuk memperoleh data dalam 

sebuah penelitian. 

3.3.1 Metode yang Digunakan 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode 

varifikatif. Menurut Tanjung dan Nababan (2016:39) metode deskriptif adalah 

suatu metode penelitian yang ditujukkan untuk membuat gambaran atau lukisan 

secara sistematis, aktual, dan akurat melalui data sampel atau populasi sebagaimana 

adanya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif untuk 

menggambarkan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah mengenai 

gambaran dari masing-masing variabel yang diteliti yaitu kualitas sumber daya 

manusia (X1), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), dan kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

Sedangkan metode verifikatif menurut Kanita (2014:130) bertujuan 

menguji atau membuktikan adanya keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti 

dengan melakukan uji hipotesis melalui pengolahan dan pengujian data secara 

statistik. Pada penelitian ini metode verifikatif digunakan untuk menguji apakah 

kualitas sumber daya manusia (X1), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(X2) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

3.3.2 Opersionalisasi Variabel Penelitian 

 

Menurut Hermawan (2019:52) variabel penelitian adalah suatu atribut dan 

sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap obyek atau kegiatan yang 
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mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu kualitas Sumber Daya 

Manusia sebagai variabel independen kesatu, penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan sebagai variabel independen kedua, dan kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang berperan sebagai variabel dependen. Variabel-variabel 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel independen 

 

Menurut Forma dan Amanah (2018:7) variabel independen atau variabel bebas 

merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia (X1) dan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (X2). 

2. Variabel dependen 
 

Menurut Forma dan Amanah (2018:7) variabel dependen merupakan variabel 

yang terikat dengan variabel independen atau variabel bebas. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 
 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Kualitas 

sumber daya 

manusia 

Kemampuan 

sumber daya 

manusia untuk 

1. Pendidikan 

 

2. Pelatihan 

 

3. Pengalaman 

Ordinal 
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(𝑋1) melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab 

yang  diberikan 

kepadanya dengan 

bekal pendidikan, 

pelatihan,     dan 

pengalaman   yang 

cukup memadai. 

(Wardani     dan 

Andriyani   dalam 

Afrianti, 2011) 

(Wardani dan Andriyani, 

2017) 

 

 Standar Akuntansi 1. (PSAP 01) Konsep 

Penyajian Laporan 

Keuangan 

2. (PSAP 02) Konsep 

Laporan Ralisasi 

Anggaran 

3. (PSAP 03) Konsep 

Laporan Arus Kas 

4. (PSAP 04) Konsep 

Catatan Atas Laporan 

Keuangan 

5. (PSAP 05) Konsep 

 

Akuntansi Persediaan 

Ordinal 

 
Pemerintahan 

 

 
adalah prinsip- 

 

 
prinsip akuntansi 

 

Penerapan yang diterapkan 
 

Standar dalam menyusun 
 

Akuntasi dan menyajikan 
 

Pemerintahan laporan keuangan 
 

(𝑋2) pemerintah. 
 

 
(PP No.71 Tahun 

 

 
2010) 
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  6. (PSAP 06) Akuntansi 

Investasi 

7. (PSAP 07) Konsep 

Akuntansi Aset Tetap 

8. (PSAP 08) Konsep 

Akuntansi Konstruksi 

Dalam Pengerjaan 

9. (PSAP 09) Konsep 

Akuntansi Kewajiban 

10. (PSAP 10) Konsep 

Koreksi Kesalahan, 

Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan 

Estimasi Akuntansi 

dan Operasi yang 

Tidak Dilanjutkan 

11. (PSAP 11) Konsep 

Laporan Keuangan 

Konsolidasian 

12. (PSAP 12) Konsep 

Laporan Operasional 

(PP No.71 tahun 2010 

tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan) 
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Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

(Y) 

Laporan keuangan 

merupakan laporan 

yang terstruktur 

mengenai       posisi 

keuangan  dan 

transaksi-transaksi 

yang dilakukan oleh 

suatu entitas 

pelaporan. 

1. Relevan 

 

2. Andal 

 

3. Dapat dibandingkan 

 

4. Dapat dipahami 

(PP No.71 tahun 2010 

tentang Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan) 

Ordinal 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020 

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:20) Skala ordinal (ordinal scale) tidak 

hanya mengategorikan variabel-variabel dalam suatu cara untuk menunjukkan 

perbedaan diantara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkannya menjadi 

beberapa cara yang bermakna. 

3.4 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

 

3.4.1 Populasi 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:53) populasi (population) mengacu 

pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin 

peneliti investigasi. Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal 

menarik dimana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 145 orang. 

3.4.2 Teknik Penentuan Sampel 

 

Sampel (sample) adalah Sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas 

sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa, namun 
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tidak semua, elemen populasi membentuk sampel. Sehingga, sampel adalah 

subkelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti 

mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi 

ketertarikan (yang diminati). (Sekaran dan Bougie, 2017:54). 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang 

dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu- 

satunya pihak yang memilikinya, atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang 

ditentukan oleh peneliti. Jenis pengambilam sampel ini disebut dengan 

pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). (Sekaran dan Bougie, 

2017:67). Kriteria anggota populasi yang menjadi sampel yaitu pegawai BPKAD 

yang tergolong berkecimpung atau terlibat dalam penyusunan laporan keuangan 

pemerintah. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan 31 responden dari subbidang 

Akuntansi dan Pelaporan dimana pada bidang ini merupakan pihak yang 

menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah, serta pegawai pada subbidang 

Perbendaharaan dimana pada bidang ini memiliki tugas menyajikan laporan arus 

kas yang merupakan bagian dalam laporan keuangan pemerintah. 

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 

3.5.1 Sumber Data 

 

Menurut Cahyono (2018:7) data menurut sumbernya yaitu (a) data primer; 

 

(b) data sekunder; (c) data tersier; dan (d) data kuarter. Sumber data yang digunakan 

oleh penulis adalah sumber data primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan 

sendiri pengumpulannya (wawancara, angket, observasi, test, pengukuran) 
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terhadap obyek. Jadi data masih merupakan data mentah yang belum mengalami 

proses analisis. (Cahyono, 2018:7). 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan angket (kuesioner) kepada 

responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan adalah suatu survei studi deskriptif yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah yang akan atau sedang diteliti dengan kepustakaan sebagai sumber 

utama. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan- 

peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber- 

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. (Indra dan 

Cahyaningrum, 2019:26). 

2. Kuesioner 
 

Menurut Herlina (2019:1) kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan 

memberikan beberapa pertanyaan untuk diisi oleh responden yang 

selanjutnya dilakukan analisis sehingga diperoleh informasi. 

Data yang telah terkumpul dari hasil kuesioner kemudian diolah dalam 

bentuk kuantitatif yaitu dengan cara menetapkan skor jawaban dari pertanyaan yang 

telah dijawab oleh responden, dimana setiap pertanyaan memiliki lima 

kemungkinan jawaban berdasarkan skala interval dengan menggunakan metode 
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likert. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:19) skala likert (likert scale) adalah 

suatu skala yang dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek menyetujui suatu 

pernyataan. 

Menurut Herlina (2019:6) Skala Likert menggunakan beberapa butir 

pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan merespon 5 titik pilihan pada 

setiap butir pertanyaan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Skala Likert juga merupakan alat untuk mengukur atau mengumpulkan data 

dengan cara menjawab item butir-butir pertanyaan. Tidak ada masalah untuk 

memberikan angka 5 untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah atau 

sebaliknya. Yang penting adalah konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan. 

(Herlina, 2019:7). 

Tabel 3.2 Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden 
 

No % Jumlah Skor Kriteria 

1 0% - 20% Tidak Baik 

2 21% - 40% Kurang Baik 

3 41% - 60% Cukup 

4 61% - 80% Baik 

5 81% - 100% Sangat Baik 

Sumber: Sugiyono, 2017:138 

 

 

0 20 40 60 80 100 

 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Sangat Baik 

Gambar 3.2 Garis Kontinum 

Sumber: Sugiyono, 2017:138 
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r = 
𝑁.∑𝑥𝑦 −(∑𝑥)(∑𝑦) 

√{𝑁.∑𝑥2−(∑𝑥)2}{𝑁.∑𝑦2− (∑𝑦)2} 

3.5.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 

3.5.3.1 Uji Validitas 

 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument penelitian. Pengujian validitas itu mengacu pada sejauh 

mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Instrumen dikatakan valid jika 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Untuk perhitungan uji validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus 

korelasi product moment atau dikenal juga dengan korelasi pearson. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut (Riyanto dan Hatmawan, 2020:63): 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total 

N = Jumlah subyek penelitian 

∑𝑥 = Jumlah skor butir 

∑𝑦 = Jumlah skor total 

∑𝑥𝑦 = Jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total 

∑𝑥2 = Jumlah kuadrat skor butir 

∑𝑦2 = Jumlah kuadrat skor total 

 

3.5.3.2 Uji Reliabilitas 

 

Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020:75) reliabilitas alat ukur adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya, 

kapan pun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. 

Untuk pengajuan reliabilitas dapat mengacu pada nilai Cronbach Alpha (𝛼), 

di mana suatu kosntruk atau variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki 

Cronbach Alpha (α) > 0,7 (Ghozali dalam Riyanto dan Hatmawan, 2020:75). 

Rumus dari uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

r = Reliabilitas instrumen 

σ𝑡2 = Varians total 

k = Banyak butir pertanyaan atau bank soal 

∑𝜎𝑏2 = Jumlah variant butir 

 

3.5.4 Metode Suksesif Interval (MSI) 

 

Transformasi MSI adalah sebuah metode transformasi data ordinal menjadi 

data interval dengan mengubah proporsi kumulatif setiap peubah pada kategori 

menjadi nilai kurva normal bukunya. Dalam prosedur metode statistik seperti 

regresi liner, korelasi Pearson, uji t dan sebagainya mengharuskan data berskala 

interval. Oleh karena itu, jika kita hanya mempunyai data berskala ordinal; maka 

data tersebut harus diubah kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan 

prosedur-prosedur tersebut. Metode transformasi method of successive interval, 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut (Ningsih dan Dukalang, 2019:45): 

1. Menghitung frekuensi observasi untuk setiap kategori 

 

2. Menghitung proporsi pada masing-masing kategori 

 

3. Dari proporsi yang diperoleh, dihitung proporsi kumulatif untuk setiap kategori 

 

4. Menghitung nilai Z (distribusi normal) dari proporsi kumulatif 

 

5. Menentukan nilai batas Z (nilai probability density function pada absis Z) untuk 

setiap kategori, dengan rumus: 

1 22 

𝛿(𝑍) =   𝑒( 2 
), −∞ < 𝑍 <  +∞ 

√2π 

Dengan π = 3,14159 dan e = 2,71828. 

 

6. Menghitung scale value (interval rata-rata) untuk setiap kategori 

r = ( 
𝑘 

(𝑘−1) 
)(1 − 

∑𝜎𝑏 
)

 2 

𝜎𝑡2 
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𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 = 
𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ − 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 

 
 

𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 − 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 
 

7. Menghitung score (nilai hasil transformasi) untuk setiap kategori melalui 

persamaan: 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + |𝑠𝑎𝑐𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑚𝑖𝑛| + 1 
 

3.5.4.1 Uji Asumsi Klasik 

 

Pengujian asumsi klasik meliputi : (1) Uji Normalitas Data; (2) Uji 

Multikolinieritas; dan (3) Uji Heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas Data 

 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data terdistribusi normal 

atau mendekati normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi normal 

atau tidak dalam model regresi maka digunakan analisis grafik dan uji 

statistik. Alat uji yang digunakan dengan analisis grafik normal probability 

plot dan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). 

(Kumalasari dan Riduwan, 2018:9). 

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability 

plot adalah (Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan, 2018:9): 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik hostogramnya tidak menunjukkan pola 
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distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikorelasi adalah dengan melihat nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independent manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independent lainnya. Nilai tolerance mengukur variabilitas variabel 

independent yang terpilih, yang tidak dijelaskan oleh variabel independent 

lainnya. (Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan, 2018:10). 

Menurut Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan (2018:10) dasar 

pengambilan keputusan dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF) sebagai berikut: 

1) Jika nilai Tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak 

terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik. 

2) Jika nilai Tolerance dibawah 0,1 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi 

masalah multikorelasi, artinya model regresi tersebut tidak baik. 

 
 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

akan dilakukan dengan melihat pola tertentu dalam grafik dengan dasar 
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𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 

analisis pengujian gejala heteroskedastisitas sebagai berikut (Ghozali dalam 

Kumalasari dan Riduwan, 2018:10): 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang terartur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 
 

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis mengenai beberapa 

variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi ini digunakan 

untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih untuk 

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai 

distribusi probabilistik. Variabel dependen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam 

pengambilan sampel yang berulang). (Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan, 

2018:10). 

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

𝛼 = Nilai Konstanta 

𝛽1 = Koefisien Regresi untuk 𝑋1 
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𝛽2 = Koefisien Regresi untuk 𝑋2 
𝑋1 = Kualitas sumber daya manusia 

𝑋2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

e = error (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian) 

 

3.6.1 Analisis Koefisien Korelasi 

 

Analisis korelasi dapat didefinisikan sebagai metode statistika yang 

digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Kata variabel 

sendiri dapat diartikan sebagai karakteristik dari objek yang diteliti. Pada analisis 

korelasi peneliti mengukur keeratan hubungan antara dua variabel saja tanpa 

memperhatikan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang mempengaruhi dan 

berapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Dari analisis 

korelasi yang dilakukan didapatkan suatu nilai yang disebut sebagai koefisien 

korelasi. Koefisien korelasi bisa bernilai positif atau negatif dan nilai koefisien 

berkisar antara -1 sampai dengan +1. Korelasi negatif ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi yang bernilai negatif begitu juga sebaliknya korelasi positif ditunjukkan 

dengan koefisien korelasi yang bernilai positif. (Astuti, 2017:4). 

Tabel 3.3 Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi 
 

Besar Koefisien Korelasi (Positif atau 

 

Negatif) 

Interpretasi Koefisien 

 

Korelasi 

0,00 Tidak Ada Korelasi 

0,01 – 0,20 Korelasi sangat lemah 

0,21 – 0,40 Korelasi Lemah 

0,41 – 0,70 Korelasi Sedang 

0,71 – 0,99 Korelasi Tinggi 

1,00 Korelasi Sempurna 

Sumber: Astuti (2017:5) 
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3.6.2 Uji Koefisien Determinasi 

 

Koefisien Determkinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang 

kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen yang amat terbatas. Penilaian dalam pengujian koefisien 

determinasi adalah apabila model regresi memiliki R2 yang mendekati satu, maka 

hasil uji tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Namun jika R2 mendekati angka nol, berarti terdapat 

korelasi yang lemah antara variabel dependen dengan variabel independent, yang 

mengindikasikan bahwa variabel independen tidak mampu untuk menjelaskan 

variabel dependen dengan baik. (Kumalasari dan Riduwan, 2018:10). 

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan ada 

tidaknya pengaruh kualitas sumber daya manusia (𝑋1) dan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (𝑋2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah (Y). 

3.6.3.1 Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

 

Ghozali dalam Chairunnisa, dkk (2020:7) menyatakan bahwa uji t statistik 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. 

Menurut Ghozali dalam Kumalasari dan Riduwan (2018:11) pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 
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menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (𝛼=5%). Ketentuan penerimaan 

atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) Jika tingkat signifikansi t > 0,05 maka 𝐻𝑎 ditolak, 𝐻0 diterima. Maka secara 

parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika tingkat signifikansi t < 0,05 maka 𝐻𝑎 diterima, 𝐻0 ditolak. Maka secara 

parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Langkah-langkah melakukan Uji t adalah sebagai berikut: 

 

1) Merumuskan hipotesa statistik 

 

𝐻0 : Kualitas sumber daya manusia (𝑋1) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

𝐻𝑎 : Kualitas sumber daya manusia (𝑋1) berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

𝐻0 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (𝑋2) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

𝐻𝑎 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (𝑋2) berepengaruh 

signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

2) Menentukan nilai kritis (𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) 

 

Dipilih level of significant (𝛼) = 5% (0,05) 

Derajat bebas pembagi (df) = n – k – 1 

3) Menghitung nilai statistic t (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) dapat dicari dengan menggunakan 

rumus: 

𝑡 = 
𝑏𝑖 

 
 

𝑆𝐸 (𝑏𝑖) 
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Dimana: 

bi = Koefisien regresi 

SE (bi) = standard error koefisien regresi 

 

4) Kriteria perhitungan 

 

𝐻0  ditolak dan 𝐻𝑎  diterima apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

 
𝐻0  diterima dan 𝐻𝑎  ditolak apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

 
3.6.3.2 Uji Simultan (Uji F) 

 

Menurut Ghozali dalam Chairunnisa, dkk (2020:7) uji statistik F pada 

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 

Kumalasari dan Riduwan (2018:11) menyatakan bahwa uji kelayakan 

model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Uji 

kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam suatu model peneltian berpengaruh secara signifikan. 

Dalam penelitian ini model regresi dapat dikatakan fit atau layak uji apabila nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (𝛼=5%). Ketentuan uji kelayakan model adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai F > 0,05 maka model penelitian dikatakan tidak layak. 
 

2) Jika nilai F < 0,05 maka model penelitian dapat dikatakan layak (fit). 

 

Langkah-langkah melakukan Uji F adalah sebagai berikut: 

 

1) Merumuskan hipotesa statistik 

 

𝐻0 : Kualitas sumber daya manusia (𝑋1) dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (𝑋2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah daerah (Y). 
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𝐻𝑎 : Kualitas sumber daya manusia (𝑋1) dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Y). 

2) Menentukan nilai kritis (𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) 

 

Dipilih leve; of significant (𝛼) = 5% (0,05) 

Derajat bebas pembilang (dfl) = k 

Derajat bebas pembagi (df) = n – k – 1 

 

3) Menghitung nilai statistic (𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) dapat dicari dengan menggunakan 
 

rumus:  

 
𝐹ℎ 

 
= 

𝑅2/𝑘 

(1− 𝑅2)/(𝑛−𝑘−1) 
 

Keterangan: 

R        = Koefisien korelasi berganda 

k        = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah anggota sampel 

4) Kriteria perhitungan 

 

𝐻0  ditolak dan 𝐻𝑎  diterima apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

 
𝐻0  diterima dan 𝐻𝑎  ditolak apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 



66 
 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh 

kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyebaran kuesioner 

ditujukan kepada BPKAD Provinsi Jawa Barat. Penyebaran kuesioner ditujukan 

kepada bagian akuntansi dan pelaporan serta bagian perbendaharaan dengan jumlah 

responden sebanyak 31 responden. 

4.1.1 Karakteristik Responden 

 

Karakteristik responden dimaksudkan untuk mengidentifikasi responden. 

Data responden yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini sebanyak 31 

responden. Responden merupakan beberapa karyawan pada Instansi Pemerintahan 

pada bagian akuntansi dan pelaporan, dan bidang perbendaharaan. Adapun 

gambaran umum responden disajikan sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Pria 17 54,8% 

Wanita 14 45,2 % 

Jumlah 31 100% 

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer) 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas responden 

dalam penelitian ini adalah pria sebanyak 17 responden dengan nilai persentase 
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sebesar 54,8%, sedangkan responden berjenis kelamin wanita sebanyak 14 

responden dengan nilai persentase sebesar 45,2%. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 

Usia (tahun) Frekuensi Persentase (%) 

20 - 30 12 38,7% 

31 – 40 11 35,5% 

41 – 50 4 12,9% 

51 - 60 4 12,9% 

Jumlah 31 100% 

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer) 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan usia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas responden berusia 

20-30 tahun sebanyak 12 responden dengan nilai persentase sebesar 38,7%. 

Sedangkan minoritas responden pada penelitian ini adalah berusia 41-50 tahun dan 

51-60 tahun yang masing-masing berjumlah 4 responden dengan nilai persentase 

12,9%. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

SMA/Sederajat 0 0% 

Diploma/Akademi 2 6,5% 

S1 22 71% 

S2 7 22,5% 

S3 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer) 
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Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan terakhir pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas 

responden dalam penelitian ini adalah Strata 1 (S1) sebanyak 22 responden dengan 

nilai persentase 71%. Untuk Strata 2 (S2) sebanyak 7 responden dengan nilai 

responden 22,5%. Sedangkan minoritas responden berdasarkan pendidikan terakhir 

dalam penelitian ini adalah Diploma/Akademi sebanyak 2 responden dengan nilai 

persentase 6,5%. 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang 

Pendidikan 
 

Latar Belakang Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

Akuntansi 22 71% 

Non-Akuntansi 9 29% 

Jumlah 31 100% 

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer) 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan latar belakang pendidikan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas 

responden berlatar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 22 responden dengan 

nilai persentase 71%. Sedangkan minoritas responden berdasarkan latar belakang 

pendidikan dalam penelitian ini adalah non-akuntansi sebanyak 9 responden dengan 

nilai persentase 29%. 

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Bekerja 

 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Bekerja 
 

Masa Bekerja (tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 - 10 19 61,3% 

11 - 20 8 25,8% 
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21 - 30 3 9,7% 

>30 1 3,2% 

Jumlah 31 100% 

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer) 

 

Berdasarkan Table 4.5 dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan masa bekerja pada BPKAD Provinsi Jawa Barat mayoritas responden 

memiliki masa bekerja 1-10 tahun sebanyak 19 responden dengan nilai persentase 

61,3%. Sedangkan minoritas responden berdasarkan masa bekerja dalam penelitian 

ini yaitu dengan masa bekerja lebih dari 30 tahun sebanyak 1 responden dengan 

nilai persentase 3,2%. 

4.1.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen 

 

a. Uji Validitas 

 

Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. 

Selain itu pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang 

tersedia pada kuesioner dapat mengukur variabel yang telah ada. Pengujian 

validitas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson 

menggunakan IBM SPSS versi 25. Pengujian ini dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor jawaban responden dari setiap item pertanyaan. Nilai r tabel 

untuk n = 31 dengan taraf signifikansi dan derajat keabsahan 0,05, hasil pengujian 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Table 4.6 Uji Validitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia 
 

Butir 

Pertanyaan 

𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

X1(1) 0,819 0,355 Valid 

X1(2) 0,768 0,355 Valid 
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X1(3) 0,724 0,355 Valid 

X1(4) 0,702 0,355 Valid 

X1(5) 0,501 0,355 Valid 

X1(6) 0,792 0,355 Valid 

X1(7) 0,769 0,355 Valid 

X1(8) 0,636 0,355 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020 

 

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan dalam Tabel 4.6 

menggunakan software SPSS versi 25, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen 

penelitian yang digunakan memiliki nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, sehingga seluruh 

instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas sumber 

daya manusia dinyatakan valid. 

Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 
 

Butir 

Pertanyaan 

𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

X2(1) 0,575 0,355 Valid 

X2(2) 0,685 0,355 Valid 

X2(3) 0,743 0,355 Valid 

X2(4) 0,668 0,355 Valid 

X2(5) 0,808 0,355 Valid 

X2(6) 0,662 0,355 Valid 

X2(7) 0,602 0,355 Valid 

X2(8) 0,730 0,355 Valid 

X2(9) 0,710 0,355 Valid 

X2(10) 0,661 0,355 Valid 

X2(11) 0,625 0,355 Valid 

X2(12) 0,589 0,355 Valid 

X2(13) 0,632 0,355 Valid 
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X2(14) 0,699 0,355 Valid 

X2(15) 0,689 0,355 Valid 

X2(16) 0,766 0,355 Valid 

X2(17) 0,808 0,355 Valid 

X2(18) 0,598 0,355 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020 

 

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan dalam Tabel 4.7 

menggunakan software SPSS versi 25, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen 

penelitian yang digunakan memiliki nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, sehingga seluruh 

instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan dinyatakan valid. 

Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Kuangan 

Pemerintah Daerah 

Butir 

Pertanyaan 

𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Y1 0,613 0,355 Valid 

Y2 0,612 0,355 Valid 

Y3 0,640 0,355 Valid 

Y4 0,791 0,355 Valid 

Y5 0,532 0,355 Valid 

Y6 0,781 0,355 Valid 

Y7 0,627 0,355 Valid 

Y8 0,580 0,355 Valid 

Y9 0,549 0,355 Valid 

Y10 0,747 0,355 Valid 

Y11 0,543 0,355 Valid 

Y12 0,801 0,355 Valid 

Y13 0,772 0,355 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020 
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Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan dalam Tabel 4.8 

menggunakan software SPSS versi 25, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen 

penelitian yang digunakan memiliki nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, sehingga seluruh 

instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

 

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode Cronbach Alpha. 

Perhitungan keandalan alat ukur dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 25. 

Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,863 8 

Sumber: Pengolahan Data SPSS versi 25 

 
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel kualitas Sumber 

Daya Manusia memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,863. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel karena 

memiliki cronbach’s alpha lebih dari 0,7 dengan demikian dapat digunakan sebagai 

instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 



73 
 

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,932 18 

Sumber: Pengolahan Data SPSS versi 25 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa variabel penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,932. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel 

karena memiliki cronbach’s alpha lebih dari 0,7 dengan demikian dapat digunakan 

sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,892 13 

Sumber: Pengolahan Data SPSS versi 25 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,892. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian adalah 

reliabel karena memiliki cronbach’s alpha lebih dari 0,7 dengan demikian dapat 

digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam 

penelitian ini. 

4.1.3 Metode Suksesif Interval (MSI) 

 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan 

kuesioner. Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini merupakan data 
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ordinal, maka untuk melakukam pengujian selanjutnya diperlukan data interval. 

Karena itu data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner perlu diubah menjadi 

data interval dengan menggunakan data interval. Hasil dari transformasi data 

ordinal menjadi data interval tersebut disajikan pada data terlampir. 

4.1.4 Gambaran Tanggapan Responden 

 

Untuk dapat memudahkan penelitian dari jawaban responden, maka disusun 

kriteria penelitian sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS) : diberi bobot 5 

 

Setuju (S) : diberi bobot 4 

 

Netral (N) : diberi bobot 3 

 

Tidak Setuju (TS) : diberi bobot 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi bobot 1 

Tabel 4.12 Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden 
 

No. % Jumlah Skor Kriteria 

1 0% - 20% Tidak Baik 

2 Diatas 20% - 40% Kurang Baik 

3 Diatas 40% - 60% Cukup 

4 Diatas 60% - 80% Baik 

5 Diatas 80% - 100% Sangat Baik 

Sumber: Sugiyono, 2017:138 

 
4.1.5 Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat 

 

Kualitas Sumber Daya Manusia diukur dari 8 pertanyaan. Untuk 

mengetahui rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden mengenai kualitas 

Sumber Daya Manusia secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.13 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap 

Kualitas Sumber Daya Manusia 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi Tanggapan  

Jumlah 

Indeks 

Skor 

Aktual SS S N TS STS 

X1(1) 70 52 12 0 0 31 134 

X1(2) 65 60 9 0 0 31 134 

X1(3) 65 52 12 2 0 31 131 

X1(4) 85 48 6 0 0 31 139 

X1(5) 75 60 3 0 0 31 138 

X1(6) 55 72 6 0 0 31 133 

X1(7) 55 40 27 2 0 31 124 

X1(8) 55 44 24 0 1 31 124 

SKOR YANG DIPEROLEH 1057 

Sumber: Kuesioner Penelitian 

 

Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh, maka 

dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut: 

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pertanyaan x n 

 

= 5 x 8 x 31 

 

= 1240 

 

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pertanyaan x n 

 

= 1 x 8 x 31 

 

= 248 

 

Presentase skor = (Total skor yang diperoleh : Indeks skor maksimum) x 

100% 

= (1057 : 1240) x 100% 

 

= 0,8524 menjadi 85,24% 
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Tidak Baik    Kurang Baik Cukup Baik Sangat Baik 

Gambar 4.1 Garis Kontinum Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, skor yang diperoleh sebesar 1057 dari 

skor ideal 1240 (85,24%). Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.1 pada garis kontinum 

yang menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi 

Jawa Barat berada pada kriteria sangat baik. Informasi tersebut mengidentifikasikan 

bahwa secara umum kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa 

Barat sudah sangat baik. 

4.1.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BPKAD Provinsi 

Jawa Barat 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diukur dari 18 pertanyaan. 

Untuk mengetahui rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden mengenai 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi Tanggapan 
 

Jumlah 

Indeks 

Skor 

Aktual SS S N TS STS 

X2(1) 65 60 9 0 0 31 134 

X2(2) 70 52 12 0 0 31 134 

X2(3) 50 72 9 0 0 31 131 

X2(4) 80 48 9 0 0 31 137 

85,24% 

0 20% 40% 60% 80% 100% 
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X2(5) 50 64 15 0 0 31 129 

X2(6) 65 60 9 0 0 31 134 

X2(7) 70 60 6 0 0 31 136 

X2(8) 55 72 6 0 0 31 133 

X2(9) 50 72 9 0 0 31 131 

X2(10) 50 68 12 0 0 31 130 

X2(11) 65 68 3 0 0 31 136 

X2(12) 55 76 3 0 0 31 134 

X2(13) 65 64 6 0 0 31 135 

X2(14) 55 64 12 0 0 31 131 

X2(15) 55 68 9 0 0 31 132 

X2(16) 45 68 15 0 0 31 128 

X2(17) 60 60 12 0 0 31 132 

X2(18) 65 68 3 0 0 31 136 

SKOR YANG DIPEROLEH 2393 

Sumber: Kuesioner Penelitian 

 

Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh, maka 

dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut: 

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pertanyaan x n 

 

= 5 x 18 x 31 

 

= 2790 

 

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pertanyaan x n 

 

= 1 x 18 x 31 

 

= 558 

 

Presentase skor = (Total skor yang diperoleh : Indeks skor maksimum) x 

100% 

= (2393 : 2790) x 100% 

 

= 0,8577 menjadi 85,77% 
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Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Sangat Baik 

Gambar 4.2 Garis Kontinum Variabel Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, skor yang diperoleh sebesar 2393 dari 

skor ideal 2790 (85,77%). Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.2 pada garis kontinum 

yang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada 

BPKAD Provinsi Jawa Barat berada pada kriteria sangat baik. Informasi tersebut 

mengidentifikasikan bahwa secara umum penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah diterapkan dengan sangat 

baik. 

4.1.7 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD 

Provinsi Jawa Barat 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diukur dari 13 pertanyaan. 

Umtuk mengetahui rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden mengenai 

kualitas Laporan Kuangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Item 

Pertanyaan 

Frekuensi Tanggapan  

Jumlah 

Indeks 

Skor 

Aktual SS S N TS STS 

Y(1) 95 44 0 2 0 31 141 

85,77% 

0 20% 40% 60% 80% 100% 
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Y(2) 40 88 3 0 0 31 131 

Y(3) 50 52 24 0 0 31 126 

Y(4) 85 52 3 0 0 31 140 

Y(5) 55 56 15 2 0 31 128 

Y(6) 75 56 6 0 0 31 137 

Y(7) 90 44 6 0 0 31 140 

Y(8) 40 76 12 0 0 31 128 

Y(9) 90 44 6 0 0 31 140 

Y(10) 80 48 9 0 0 31 137 

Y(11) 85 44 9 0 0 31 138 

Y(12) 85 44 9 0 0 31 138 

Y(13) 50 60 18 0 0 31 128 

SKOR YANG DIPEROLEH 1752 

Sumber: Kuesioner Penelitian 

 
Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh, maka 

dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut: 

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pertanyaan x n 

 

= 5 x 13 x 31 

 

= 2015 

 

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pertanyaan x n 

 

= 1 x 13 x 31 

 

= 403 

 

Presentase skor = (Total skor yang diperoleh : Indeks skor maksimum) x 

100% 

= (1752 : 2015) x 100% 

 

= 0,87 menjadi 87% 
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Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Sangat Baik 

Gambar 4.3 Garis Kontinum Variabel Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, skor yang diperoleh sebesar 1752 dari 

skor ideal 2015 (87%). Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.3 pada garis kontinum 

yang menunjukan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 

BPKAD Provinsi Jawa Barat berada pada kriteria sangat baik. Informasi tersebut 

mengidentifikasikan bahwa secara umum kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik. 

4.1.8 Uji Asumsi Klasik 

 
a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji 

Kolmogorov-Smirnov Test. Perhitungan uji normalitas menggunakan SPSS Versi 

25 dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 31 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 4.05198818 

87% 

0 20% 40% 60% 80% 100% 
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Most Extreme Differences Absolute .113 

Positive .077 

Negative -.113 

Test Statistic .113 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 

 

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.16 diatas, dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi (Asymp, Sig, 2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai residual telah berdistribusi secara normal, karena nilai signifikansinya 

lebih dari 0,05 (0,200 > 0,05). 

Uji normalitas selanjutnya dapat diketahui dengan menggunakan grafik 

normal plot serta histogram dari residualnya. Berikut ini merupakan hasil uji 

normalitas dengan probability dan grafik histogram: 

 

Gambar 4.4 Normal P-P Plot Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 
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Penyebaran distribusi data dapat dilihat menggunakan grafik P-P Plot. 

Dalam uji normalitas menggunakan P-P Plot, suatu data dapat dikatakan 

berdistribusi normal ketika data menyebar disekitar garis diagonal. Berdasarkan 

Gambar 4.4 diatas, dilihat dari grafik P-P Plot, kesamaan antara nilai probabilitas 

harapan dan probabilitas pengamatan menunjukkan garis diagonal yang merupakan 

perpotongan antara garis probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan. Nilai 

P-Plot terletak disekitar garis diagonal, sehingga bisa diartikan bahwa distribusi 

data adalah normal. 

 

Gambar 4.5 Histogram Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 

 

Pada uji normalitas yang menggunakan histogram, suatu data dapat 

dikatakan terdistribusi normal ketika grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal. Berdasarkan Gambar 4.5 diatas, grafik histogram menunjukkan 

bahwa grafik histogram pola distribusi tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. 

Dalam hal ini data menyebar di sekitar garis diagonall atau mengikuti arah diagonal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linear dalam variabel independen dalam model, dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Model regresi yang baik yaitu tidak 

terjadi kolerasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui suatu model 

regresi bebas dari multikolinearitas, maka nilai VIF harus kurang dari 10 dan nilai 

Tolerance harus lebih dari 0,10. 

Tabel 4.17 Uji Multikolinearitas 
 

Coefficientsa 

 

 

 

 

 

 
 

Model 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz 

ed    

Coefficient 

s 

 

 

 

 

 

 
 

t 

 

 

 

 

 

 
 

Sig. 

 

 

Collinearity 

Statistics 

 
B 

 
Std. Error 

 
Beta 

Toleran 

ce 

 
VIF 

1 (Constant) 8.482 4.003  2.119 .043   

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

.399 .206 .287 1.938 .063 .530 1.888 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

.391 .097 .597 4.033 .000 .530 1.888 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.17 menunjukkan 

bahwa nilai tolerance dari variabel kualitas Sumber Daya Manusia adalah 0,530 

dan variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,530. Sedangkan 

nilai VIF untuk variabel kualitas Sumber Daya Manusia adalah 1,888 dan variabel 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 1,888. Dilihat dari hasil 

perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari setiap variabel > 0,1 
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serta nilai VIF dari setiap variabel < 10,00, maka dapat disimpulkam bahwa tidak 

terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut dengan homoskedastisitas. Sedangkan jika varians berbeda dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain 

model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. 

Untuk menguji heteroskedastisitas, cara yang sering dugunakan dalam 

menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau 

tidak, hanya dengan melihat scatter plot dan lihat apakah residual memiliki pola 

tertentu atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk scatter plot yaitu: 

3) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

4) Jika tidak ada pola jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 

 

 

Gambar 4.6 Uji  Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 

Gambar 4.6 menunjukan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan 

menggunakan metode grafik scatter plot. Dari gambar tersebut menunjukan bahwa 

tidak adanya heteroskedastisitas, karena titik-titik yang diperoleh membentuk pola 

acak tidak beraturan serta menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu 

Y. 

4.1.9 Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Persamaan regresi linear berganda yang akan dibentuk adalah sebagai 

berikut: 

Keterangan: 

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

𝛼 = Nilai Konstanta 

𝛽1 = Koefisien Regresi untuk 𝑋1 
𝛽2 = Koefisien Regresi untuk 𝑋2 
𝑋1 = Kualitas sumber daya manusia 

𝑋2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

e = error (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian) 
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Dengan menggunakan software SPSS versi 25, diperoleh hasil estimasi 

regresi linear berganda sebagai berikut: 

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Linear Berganda 
 

Coefficientsa 

 

 

 

 

 

 

Model 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz 

ed   

Coefficien 

ts 

 

 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

Sig. 

 

 

Collinearity 

Statistics 

 

B 

 

Std. Error 

 

Beta 

Toleran 

ce 

 

VIF 

1 (Constant) 8.482 4.003  2.119 .043   

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

.399 .206 .287 1.938 .063 .530 1.888 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

.391 .097 .597 4.033 .000 .530 1.888 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 

 

Tabel 4.18 memberikan informasi mengenai hasil estimasi regresi linear 

berganda antara kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dapat 

dilihat bahwa nilai konstanta (𝛼) yang diperoleh adalah sebesar 8,482 dengan nilai 

koefisien regresi (𝛽1) sebesar 0,399, dan (𝛽2) sebesar 0,391. Persamaan linear yang 

terbentuk dari hasil estimasi diatas adalah sebagai berikut: 

Y = 8,482 + 0,399𝐗𝟏 + 0,391𝐗𝟐 
 

Pada persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dilihat bahwa nilai 

koefisien regresi yang diperoleh bertanda positif, artinya semakin baik persepsi 

kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

akan berdampak pada meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
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Daerah dan begitu juga sebaliknya. Pada persamaan di atas juga dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

𝛼 = Konstanta sebesar 8,482 menunjukan bahwa jika variabel-variabel 

independen (kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan) diasumsikan tidak mengalami perubahan 

(konstan) maka nilai Y (kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 

adalah sebesar 8,482. 

𝛽1 = Koefisien variabel kualitas Sumber Daya Manusia (𝑋1) memiliki nilai 

sebesar 0,399. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia sebesar 1% akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sebesar 0,399. 

𝛽2 = Koefisien penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (𝑋2) memiliki nilai 

sebesar 0,391. Hal ini berarti bahwa peningkatan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan sebesar 1% akan meningkatkan kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sebesar 

0,391. 

4.1.10 Analisis Koefisien Korelasi 

 

Analisis Koefisien Korelasi digunakan untuk mengetahui adanya hubungan 

anrar variabel kualitas Sumber Daya Manusia (𝑋1) terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (Y), dan juga variabel penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (𝑋2) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

Jika terdapat hubungan, maka seberapa besar pengaruhnya. Untuk memberikan 

interpretasi terhadap nilai korelasi yang diperoleh, peneliti mengacu pada pedoman 

interpretasi koefisien korelasi seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Korelasi 
 

Correlations 

  

 

Kualitas 

Sumber Daya 

Manusia 

 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia 

Pearson Correlation 1 .686** .697** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 31 31 31 

Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

Pearson Correlation .686** 1 .794** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 31 31 31 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Pearson Correlation .697** .794** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 

 
Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) 

antara kualitas Sumber Daya Manusia dengan kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 0,697 atau 69,7% yang berarti bahwa terdapat hubungan 

sedang, karena pada interval 0,41 – 0,70 (dengan korelasi sedang). Selanjutnya 

hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,794 atau 

79,4% yang berarti bahwa terdapat hubungan tinggi, karena pada interval 0,71 – 

0,99 (dengan korelasi tinggi). Sedangkan untuk signifikansi antara kualitas Sumber 

Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki signifikansi sebesar 0,000 atau < 

0,05, maka hubungan variabel X1 dan X2terhadap Y signifikan. 
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4.1.11 Analisis Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (r2) merupakan nilai yang menunjukan besarnya 

kontribusi pengaruh yang diberikan oleh kualitas Sumber Daya Manusia dan 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam bentuk persen (%). Dengan 

menggunakan software SPSS versi 25, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

Model Summaryb 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .821a .674 .651 4.194 

a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia 

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 

 
Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) 

secara simultan adalah sebesar 0,821. Pada tabel diatas juga menunjukan R-square 

sebesar 0,674. R-square juga dikenal dengan nama koefisien determinasi (KD). 

Nilai koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

KD = 𝑅2 x 100% 

 
= (0, 821)2 x 100% 

 
= 0,674 

 
Nilai KD sebesar 0,674 atau 67,4% menunjukan bahwa kualitas Sumber 

Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh 

simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan 
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sisanya sebesar 32,6% (100 – 67,4) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

oleh penulis. 

4.1.12 Pengujian Hipotesis 

 
a. Pengujian Pengaruh secara Parsial (Uji t) 

 

Uji statistic t atau uji parsial pada dasarnya menunjukan seberapa besar 

pengaruh satu variabel independen (kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan) secara individual terhadap variabel dependen 

(kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang diuji dengan tingkat 

signifikansi 0,05 (𝛼=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

3) Jika tingkat signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak. Maka secara parsial 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

4) Jika tingkat signifikansi t < 0,05 maka hipotesis diterima. Maka secara parsial 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Dengan menggunakan software SPSS versi 25, maka hasil uji t dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.21 Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t) 
 

Coefficientsa 

 

 

 

 

Model 

 
 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz 

ed 

Coefficient 
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t 

 

 

 

 

Sig. 
 

B 
 

Std. Error 
 

Beta 

1 (Constant) 8.482 4.003  2.119 .043 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

.399 .206 .287 1.938 .063 
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 Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

.391 .097 .597 4.033 .000 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 

 

1. Pengujian Hipotesis Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4.21 menunjukan bahwa tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔yang 

diperoleh untuk variabel kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 1,938. Nilai ini 

akan dibandingkan dengan nilai t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada tabel distribusi t. Dengan (𝛼) = 0,05, df 

= n-k-1 maka df = 31-2-1 = 28, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

sebesar 2,048. Dikarenakan t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 > tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (2,048 > 1,938) dengan  nilai 

signifikansi 0,063 > 0,05 maka 𝐻𝑎 ditolak, 𝐻0 diterima. Artinya kualitas Sumber 

Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. 

2. Pengujian Hipotesis Variabel Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4.21 menunjukan bahwa tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔yang 

diperoleh untuk variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 4,033. 

Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada tabel distribusi t. Dengan (𝛼) 

= 0,05, df = n-k-1 maka df = 31-2-1 = 28, untuk pengujian dua sisi diperoleh  nilai 
 

t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,048. Dikarenakan t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (2,048 < 4,033) dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 maka 𝐻0 ditolak, 𝐻𝑎 diterima. Artinya penerapan Standar 
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Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. 

b. Pengujian Pengaruh secara Simultan (Uji F) 

 

Pengujian secara simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

𝐻0 : kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

𝐻𝑎 : kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Tingkat signifikan (𝛼) sebesar 5% dengan menggunakan software SPSS 

versi 25, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.22 Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 
 

ANOVAa 

 
Model 

Sum of 

Squares 

 
df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 1020.570 2 510.285 29.008 .000b 

Residual 492.558 28 17.591   

Total 1513.128 30    

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

b. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 25 
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Tabel 4.22 menunjukan hasil pengujian simultan antara variabel kualitas 

Sumber Daya Manusia (X1) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 5% dan jumlah n = 31 serta jumlah variabel bebas (k) 

= 2. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui jika penyebut = (n – (k + 1)) 

 

= (31 - ( 2 + 1)) = 28, dengan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

sebesar 3,34, dan diketahui bahwa 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah sebesar 29,008 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  3,34, 

maka artinya 𝐻𝑎diterima. Selain itu juga dilihat dari perbandingan probabilitas 

dengan tingkat signifikansi 5%, menunjukan bahwa nilai probabilitas 0,000 lebih 

kecil dari signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas 

Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. 

4.2 Pembahasan 

 

4.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel kualitas 

Sumber Daya Manusia (X1), diperoleh hasil sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan 

jawaban responden atas variabel X1 yang didominasi dengan jawaban “sangat 

setuju (SS)”, maka diperoleh kesimpulan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia 

dikategorikan sangat kuat berdasarkan garis kontinum. Hal ini berarti Sumber Daya 

Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang sangat baik. 

Kualitas Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 indikator yaitu pendidikan, pelatihan 

dan pengalaman yang disusun dalam 8 pertanyaan. 
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Jika dilihat dari jawaban responden, untuk beberapa pertanyaan masih 

terdapat jawaban yang netral, tidak setuju dan bahkan sangat tidak setuju pada 

pertanyaan variabel kualitas Sumber Daya Manusia, artinya meskipun kualitas 

Sumber Daya Manusia yang ditunjukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat 

tergolong dalam kategori sangat baik, namun kualitas Sumber Daya Manusia masih 

perlu ditingkatkan kembali seperti penempatan posisi pegawai disesuaikan dengan 

latar belakang pendidikannya, paling tidak memiliki pengalaman di bidang 

akuntansi agar dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Dalam 

hal ini apabila pengelolaan Sumber Daya Manusia sudah baik maka akan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Karena apabila 

sumber daya tidak memiliki latar belakang yang sesuai dan pengalaman yang 

memadai maka akan kesulitan dalam mengelola dan menyusn laporan keuangan. 

4.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BPKAD Provinsi 

Jawa Barat 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), diperoleh hasil sangat baik. Hal 

ini dibuktikan dengan jawaban responden atas variabel (X2) yang didominasi 

jawaban “Setuju (S)”, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan dikategorikan sangat kuat berdasarkan garis kontinum. 

Hal ini berarti masing-masing responden pada BPKAD Provinsi Jawa Barat telah 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik. Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 12 indikator yaitu PSAP 01 sampai dengan 

PSAP 12 yang disusun menjadi 18 pertanyaan yang mencakup: 

1. (PSAP 01) Konsep Penyajian Laporan Keuangan 
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2. (PSAP 02) Konsep Laporan Ralisasi Anggaran 

 

3. (PSAP 03) Konsep Laporan Arus Kas 

 

4. (PSAP 04) Konsep Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

5. (PSAP 05) Konsep Akuntansi Persediaan 

 

6. (PSAP 06) Akuntansi Investasi 

 

7. (PSAP 07) Konsep Akuntansi Aset Tetap 

 

8. (PSAP 08) Konsep Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

 

9. (PSAP 09) Konsep Akuntansi Kewajiban 

 

10. (PSAP 10) Konsep Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 

11. (PSAP 11) Konsep Laporan Keuangan Konsolidasian 

 

12. (PSAP 12) Konsep Laporan Operasional 

 
Jika dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pertanyaan masih 

menunjukan adanya tanggapan responden yang menjawab netral pada pertanyaan 

variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, artinya penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat 

tergolong dalam kategori sangat baik, namun masih ada yang harus diperbaiki pada 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti halnya pada suatu segmen yang 

dihentikan harus dilaporkan dalam laporan keuangan walapun berjumlah nol untuk 

tahun berjalan. Yang berarti suatu segmen yang dihentikan pada tahun berjalan 

harus dilaporkan dalam laporan keuangan seolah-olah operasi tersebut berjalan 

sampai akhir tahun meskipun berjumlah nol. Sehingga meskipun suatu segmen atau 

operasi dihentikan akan tetap muncul pada laporan keuangan yang disajikan. 
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4.2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD 

Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), diperoleh hasil sangat baik. Hal ini 

dibuktikan dengan jawaban responden atas variabel (Y) yang didominasi jawaban 

“Setuju (S)”, maka diperoleh kesimpulan bahwa kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah dikategorikan sangat kuat berdasarkan garis kontinum. Hal ini 

berarti Laporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas 

yang sangat baik. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 

indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami yang disusun 

dalam 13 pertanyaan. 

Jika dilihat dari jawaban responden, untuk beberapa pertanyaan masih 

terdapat jawaban yang netral dan tidak setuju pada pertanyaan variabel kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya meskipun kualitas Laporan 

Keuangan yang ditunjukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat tergolong dalam 

kategori sangat baik, namun kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih 

perlu ditingkatkan kembali seperti penyusunan laporan keuangan harus sesuai 

dengan ketentuan pada SAP. SAP sendiri merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan 

sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Laporan keuangan yang baik yaitu yang telah memenuhi 4 karakteristik laporan 

keuangan sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah diataranya adalah (i) Relevan, (ii) Andal, (iii) Dapat Dibandingkan dan 

(iv) Dapat Dipahami. Sehingga penyajian laporan keuangan dapat dikatakan 

berkualitas apabila penyusunannya sudah sesuai dengan SAP yang berlaku. Dari 
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hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas menyatakan bahwa keempat indikator 

yang merupakan karakteristik laporan keuangan sudah menunjukkan hasil yang 

sangat kuat sehingga laporan keuangan dapat dikatakan sudah baik meskipun 

penerapan SAP-nya belum cukup baik. LKPD dapat dikatakan baik meskipun 

penerapan SAP yang belum cukup baik apabila kualitas LKPD masih dalam batas 

wajar dan dapat diperbaiki sehingga BPK dapat memberikan toleransi. 

4.2.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada 

Tabel 4.21 menunjukan bahwa variabel kualitas Sumber Daya Manusia nilai 

signifikansi sebesar 0,063, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,063 > 

0,05). Hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia 

berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditolak. Hal 

ini menjunjukan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan 

hasil kuesioner bahwa kualitas Sumber Daya Manusia sudah baik dengan indikator 

pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Pada hasil penelitian terdapat beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh 

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah latar belakang 

pendidikan non-akuntansi dan masa kerja para pegawai yang tergolong masih baru 

sehingga pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan masih 

kurang memadai. 

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kalumata, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia 
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tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. 

4.2.5 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD 

Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada 

Tabel 4.21 menunjukan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hipotesis ke-2 yang menyatakan 

bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterima. Maka dengan 

demikian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil 

kuesioner, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah baik karena dapat 

memberikan kejelasan mengenai standar-standar akuntansi didalam pemerintahan 

yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil 

penelitian memberikan bukti bahwa dengan adanyan kejelasan SAP yang 

diterapkan, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena SAP 

yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman yang digunakan dalam menyusun 

laporan keuangan instansi pemerintahan. Sehingga SAP merupakan faktor penting 

yang dapat meningkatkan kualitas LKPD. 

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini 

termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan 

serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan 



99 
 

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, 

manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. 

Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. 

Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna 

maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Adhi dan Suhardjo, 

2013:96). 

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan 

Suhardjo (2013) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. 

4.2.6 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan uji F pada Tabel 4.22 menunjukan bahwa angka signifikansi 

sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 𝛼 = 0,05 (0,000 < 

0,05). Hipotesis ke-3 yang menyatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dan 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap 

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. 

Laporan keuangan yang andal berkaitan dengan sumber daya manusia yang 

menghasilkannya. Di sisi lain, sumber daya manusia yang berkualitas dapat 
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berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu 

dalam menyajikannya. Selain kualitas Sumber Daya Manusia, dengan 

diterapkannya SAP maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan 

keuangan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga dapat 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Karena SAP digunakan sebagai dasar 

acuan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. 

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujanira 

dan Taman (2017) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia 

dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia 

dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai 

berikut: 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi 

Jawa Barat: 

a. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kualitas Sumber Daya 

Manusia pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik, karena 

sumber daya manusia yang berkualitas mampu menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas pula. Hal ini dapat dilihat dari hasil responden 

dalam penelitian sebesar 85,24%. 

b. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik, 

karenasemakin baik tingkat penerapan SAP yang dilakukan pemerintah 

daerah maka akan berdampak positif pada kualitas LKPD. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil responden dalam penelitian sebesar 85,77%. 

c. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik, 
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karena penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan karakteristik 

laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 

dipahami. Hal ini dapat dilihat dari hasil responden dalam penelitian 

sebesar 87%. 

2. Hasil pengujian menunjukan bahwa secara parsial kualitas Sumber Daya 

Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. 

3. Hasil pengujian menunjukan bahwa secara parsial penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. 

4. Hasil pengujian menunjukan bahwa secara simultan kualitas Sumber Daya 

Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 

BPKAD Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan mempunyai peran yang cukup besar atas peningkatan kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. 

 
 

5.2 Saran 

 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, dapat dilihat bahwa kualitas 

Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki 

peran penting dan pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Dengan demikian, peneliti memberikan beberapa saran untuk menjadi 

bahan pertimbangan, diantaranya sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya penempatan posisi untuk para pegawai disesuaikan dengan latar 

pendidikannnya masing-masing, terutama dalam bidang keuangan diharapkan 

memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi agar dapat meminimalisir 

kesalahan dalam penyajian laporan keungan dan sesuai dengan standar yang 

berlaku. Selain itu alangkah baiknya jika diadakan pelatihan rutin bagi para 

pegawai untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, sebaiknya kepala instansi melakukan sosialisasi lebih 

mendalam mengenai SAP agar para pegawai yang menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan dapat memahami lebih baik lagi mengenai SAP sehingga 

laporan keuangan dapat disajikan dengan baik dan sesuai dengan standar yang 

digunakan saat ini, yaitu PP No.71 Tahun 2010. 

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor-faktor lain 

yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan serta menambahkan data 

penelitian, terutama pada variabel independen yang tidak berpengaruh 

(Kualitas Sumber Daya Manusia) agar hasil penelitian dapat sejalan dengan 

teori yang disajikan, seperti menambah jumlah responden dalam penelitian 

atau memperbaiki pertanyaan dalam kuesioner. Selain menyebarkan kuesioner, 

peneliti selanjutnya dapat juga melakukan survei melalui wawancara untuk 

meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab 

pertanyaan yang disajikan. Dan diharapkan pada penelitian selanjutnya juga 

menambahkan subjek penelitian, agar tidak hanya terfokus pada satu Instansi. 
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A. Petunjuk Pengisian 

Kuesioner ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Data Responden dan Pertanyaan 

mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berilah tanda silang (X) 

atau checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu/Sdr(i) pada setiap butir pertanyaan yang telah disajikan. 

Pilihan Jawaban: 

1. STS (Sangat Tidak Setuju) 

2. TS (Tidak Setuju) 

3. N (Netral) 

4. S (Setuju) 

5. SS (Sangat Setuju) 

 

 
B. Data Responden 

1. Nama : 
 

2. Jenis Kelamin : Pria Wanita 
 

3. Usia : tahun 
 

4. Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat 
 

Diploma/Akademi 
 

S1 S2 S3 
 

5. Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Non Akuntansi 
 

6. Masa Bekerja : 1 - 10 tahun 11 - 20 tahun 
 

21 - 30 tahun >30 tahun 



 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 

No. Uraian Pertanyaan Jawaban 

A Relevan SS S N TS STS 

1. Laporan Keuangan disusun 

sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), 

dengan informasi yang lengkap 

mencakup semua informasi 

akuntansi. 

     

2. Informasi dalam Laporan 

Keuangan dapat digunakan 

sebagai alat untuk memprediksi 

kejadian masa datang 

(predictive value). 

     

3. Informasi dalam Laporan 

Keuangan dapat digunakan 

untuk mengkoreksi keputusan 

pengguna di masa lalu (feedback 

value). 

     

4. Laporan Keuangan disajikan 

secara tepat waktu sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan 

dalam pengambilan keputusan. 

     

B Andal SS S N TS STS 

5. Informasi yang disajikan dalam 

Laporan Keuangan sesuai 

dengan transaksi dan peristiwa 

yang aktual. 

     

6. Informasi yang disajikan dalam 

Laporan Keuangan tidak 
menyesatkan. 

     

7. Informasi yang disajikan teruji 

kebenarannya. 

     

8. Informasi yang dihasilkan telah 

memenuhi kebutuhan para 

pengguna. 

     

9. Informasi yang dihasilkan tidak 

berpihak pada kepentingan 
pihak tertentu. 

     

C Dapat Dibandingkan SS S N TS STS 



 

 

10. Informasi dalam Laporan 

Keuangan dapat dibandingkan 

dengan laporan keuangan 

periode sebelumnya. 

     

11. Informasi yang disajikan dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah 

telah menggunakan kebijakan 

akuntansi yang berpedoman 

pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) dari tahun 

ke tahun. 

     

D Dapat Dipahami SS S N TS STS 

12. Laporan Keuangan disusun 

secara sistematis sehingga 

mudah dimengerti dan 

dipahami. 

     

13. Informasi yang disajikan dalam 

Laporan Keuangan disesuaikan 

dengan pemahaman para 

pengguna. 

     

 

 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia 
 

No. Uraian Pertanyaan Jawaban 

A Pendidikan SS S N TS STS 

1. Memiliki latar belakang 

pendidikan Akuntansi agar lebih 

mudah dalam menyusun 

Laporan Keuangan. 

     

2. Membaca jurnal-jurnal dan 

buku-buku akuntansi secara 

rutin dapat memperluas 

pengetahuan di bidang 

akuntansi. 

     

3. Penempatan posisi pegawai 

disesuaikan dengan latar 

belakang pendidikan dan 

keterampilan yang dimiliki. 

     

B Pelatihan SS S N TS STS 

4. Mengikuti pelatihan di bidang 

akuntansi dapat menunjang 

kemampuan bekerja di bidang 

akuntansi. 

     



 

 

5. Memahami materi yang 

diberikan pada saat pelatihan 

dapat memudahkan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

     

6. Materi pelatihan yang relevan 

dan sejalan dengan kebutuhan 

sebagai pengelola keuangan. 

     

C Pengalaman SS S N TS STS 

7. Pegawai yang akan 

menjalankan tugas dalam 

pengelolaan keuangan biasanya 

memiliki pengalaman dalam 
bidang akuntansi. 

     

8. Pegawai yang berpengalaman 

dalam bidang akuntansi dapat 

mengurangi kesalahan dalam 

pengelolaan keuangan. 

     

 

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
 

No. Uraian Pertanyaan Jawaban 

A PSAP 01 (Penyajian Laporan 

Keuangan) 

SS S N TS STS 

1. Laporan Keuangan yang 

disajikan menggunakan basis 

akrual baik dalam pengakuan 

pendapatan dan beban, maupun 

pengakuan aset, kewajiban, dan 

ekuitas. 

     

B PSAP 02 (Laporan Realisasi 
Anggaran) 

SS S N TS STS 

2. Laporan Ralisasi Anggaran 

menyediakan informasi 

mengenai realisasi pendapatan- 

LRA, belanja, transfer, 

surplus/defisit-LRA, 
pembiayaan. 

     

C PSAP 03 (Laporan Arus Kas) SS S N TS STS 

3. Laporan arus kas menyajikan 

informasi penerimaan dan 

pengeluaran kas selama periode 

tertentu yang diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas operasi, 

     



 

 

 investasi, pendanaan, dan 

transitoris. 

     

D PSAP 04 (Catatan atas 

Laporan Keuangan) 

SS S N TS STS 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

harus disajikan secara sistematis 

serta mengungkapkan penjelasan 

pos-pos laporan keuangan. 

     

E PSAP 05 (Akuntansi 

 

Persediaan) 

SS S N TS STS 

5. Persediaan diakui pada saat 

potensi manfaat ekonomi masa 

depan diperoleh dan mempunyai 

nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal dan pada 

saat diterima dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

     

6. Menyesuaikan catatan 

persediaan dengan hasil 

inventarisasi fisik pada akhir 

periode akuntansi. 

     

F PSAP 06 (Akuntansi Investasi) SS S N TS STS 

7. Investasi dapat diakui apabila 

kemungkinan manfaat ekonomi 

dan manfaat sosial atau jasa 

potensial di masa yang akan 

datang atas suatu investasi 

tersebut dapat diperoleh. 

     

G PSAP 07 (Akuntansi Aset 

 

Tetap) 

SS S N TS STS 

8. Aset tetap diklasifikasikan 

berdasarkan kesamaan dalam 

sifat atau fungsinya dalam 

aktivitas operasi entitas 

     

9. Aset tetap diakui pada saat 

manfaat ekonomi masa depan 

dapat diperoleh dan nilainya 

dapat diukur dengan handal. 

     



 

 

H PSAP 08 (Akuntansi 

Konstruksi Dalam Pengerjaan) 

SS S N TS STS 

10. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

dicatat dengan biaya perolehan. 

     

I PSAP 09 (Akuntansi 

 

Kewajiban) 

SS S N TS STS 

11. Kewajiban dicatat sebesar nilai 

nominal dan diungkapkan secara 

rinci dalam bentuk daftar skedul 

utang untuk memberikan 

informasi yang lebih baik kepada 
pemakainya. 

     

J PSAP 10 (Koreksi Kesalahan, 

Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan 

Estimasi Akuntansi, dan 

Operasi Yang Tidak 

Dilanjutkan) 

SS S N TS STS 

12. Dalam mengoreksi suatu 

kesalahan akuntansi, jumlah 

koreksi yang berhubungan 

dengan periode sebelumnya 

harus dilaporkan dengan 

menyesuaikan baik Saldo 

Anggaran Lebih maupun saldo 

ekuitas. 

     

13. Koreksi yang berpengaruh 

material pada periode berikutnya 

harus diungkapkan pada catatan 

atas laporan keuangan. 

     

14. Perubahan kebijakan akuntansi 

harus disajikan pada Laporan 

Perubahan Ekuitas dan 

diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

     

15. Pengaruh atau dampak 

perubahan estimasi akuntansi 

disajikan pada Laporan 

Operasional pada periode 

perubahan dan periode 

selanjutnya sesuai sifat 

perubahan. 

     



 

 

16. Suatu segmen yang dihentikan 

itu harus dilaporkan dalam 

Laporan Keuangan walaupun 

berjumlah nol untuk tahun 

berjalan. 

     

K PSAP 11 (Laporan Keuangan 

Konsolidasian) 

SS S N TS STS 

17. Laporan keuangan konsolidasian 

disajikan untuk periode 

pelaporan yang sama dengan 

periode pelaporan keuangan 

entitas pelaporan dan berisi 

jumlah komparatif dengan 

periode sebelumnya. 

     

L PSAP 12 (Laporan 

Operasional) 

SS S N TS STS 

18. Laporan Operasional disajikan 
sekurang-kurangnya sekali 

dalam setahun. 

     



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Variables Entered/Removeda 

 
Model 

 
Variables Entered 

 
Variables Removed 

 
Method 

1 Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kualitas Sumber 

Daya Manusiab
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 

b. All requested variables entered. 

 
 
 

Model Summaryb 
 
 
Model 

 
 

R 

 
 

R Square 

 
 

Adjusted R Square 

 
 

Std. Error of the Estimate 

1 .821a
 .674 .651 4.194 

a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia 

 
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 
 

 
ANOVAa 

Model 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1020.570 2 510.285 29.008 .000b
 

Residual 492.558 28 17.591 
  

Total 1513.128 30 
   

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

b. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia 

 
 
 

 
Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize 

d       

Coefficients 

 
 
 
 
 

 
t 

 
 
 
 
 

 
Sig. 

 

Collinearity 

Statistics 

 
 

Model 

  
 

B 

 
 

Std. Error 

 
 

Beta 

Toleranc 

e 

 
 

VIF 

1 (Constant) 8.482 4.003  2.119 .043   

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

.399 .206 .287 1.938 .063 .530 1.888 



 

 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

.391 .097 .597 4.033 .000 .530 1.888 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 
 
 

Collinearity Diagnosticsa 
    

 
 
 
 

 
Condition Index 

Variance Proportions 

 
 
 
 

Model 

 
 
 
 

Dimension 

 
 
 
 

Eigenvalue 

 
 
 
 

(Constant) 

 
 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

1 1 2.963 1.000 .00 .00 .00 

2 .024 11.167 .99 .14 .18 

3 .013 15.033 .00 .86 .82 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 
 
 

Residuals Statisticsa 

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 27.62 48.01 38.01 5.833 31 

Std. Predicted Value -1.781 1.715 .000 1.000 31 

Standard Error of Predicted 

Value 

.816 1.908 1.273 .290 31 

Adjusted Predicted Value 27.93 47.90 38.00 5.876 31 

Residual -8.414 9.136 .000 4.052 31 

Std. Residual -2.006 2.178 .000 .966 31 

Stud. Residual -2.154 2.294 .002 1.019 31 

Deleted Residual -9.699 10.135 .014 4.508 31 

Stud. Deleted Residual -2.316 2.500 .004 1.054 31 

Mahal. Distance .169 5.242 1.935 1.271 31 

Cook's Distance .000 .236 .038 .057 31 

Centered Leverage Value .006 .175 .065 .042 31 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 



 

 

 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 

Unstandardized Residual 

N 31 

Normal Parametersa,b
 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.05198818 

Most Extreme Differences Absolute .113 

Positive .077 

Negative -.113 

Test Statistic .113 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
 

a. Test distribution is Normal. 
 

b. Calculated from data. 
 

c. Lilliefors Significance Correction. 
 

d. This is a lower bound of the true significance. 



 

 

 
 

 

 

Correlations 
 
 

X1(1) 

 
 

X1(2) 

 
 

X1(3) 

 
 

X1(4) 

 
 

X1(5) 

 
 

X1(6) 

 
 

X1(7) 

 
 

X1(8) 

Total 

X1 

  
1 .636**

 .482**
 .550**

 .225 .658**
 .642**

 .480**
 .819**

 

 
.000 .006 .001 .223 .000 .000 .006 .000 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.636**

 1 .468**
 .500**

 .406*
 .614**

 .387*
 .389*

 .768**
 

 
.000 

 
.008 .004 .023 .000 .032 .030 .000 

  
31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X1(1) Pearson 

Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 

 
N 

X1(2) Pearson 

Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 

 
N 

 



 

 

X1(3) Pearson 

Correlation 

.482**
 .468**

 1 .511**
 .074 .501**

 .581**
 .489**

 .724**
 

Sig. (2-tailed) .006 .008 
 

.003 .691 .004 .001 .005 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X1(4) Pearson 

Correlation 

.550**
 .500**

 .511**
 1 .308 .611**

 .409*
 .156 .702**

 

Sig. (2-tailed) .001 .004 .003 
 

.092 .000 .022 .402 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X1(5) Pearson 

Correlation 

.225 .406*
 .074 .308 1 .489**

 .248 .160 .501**
 

Sig. (2-tailed) .223 .023 .691 .092 
 

.005 .179 .391 .004 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X1(6) Pearson 

Correlation 

.658**
 .614**

 .501**
 .611**

 .489**
 1 .434*

 .249 .792**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000 .005 
 

.015 .177 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X1(7) Pearson 

Correlation 

.642**
 .387*

 .581**
 .409*

 .248 .434*
 1 .653**

 .769**
 

Sig. (2-tailed) .000 .032 .001 .022 .179 .015 
 

.000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X1(8) Pearson 

Correlation 

.480**
 .389*

 .489**
 .156 .160 .249 .653**

 1 .636**
 

Sig. (2-tailed) .006 .030 .005 .402 .391 .177 .000 
 

.000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Total 

X1 

Pearson 

Correlation 

.819**
 .768**

 .724**
 .702**

 .501**
 .792**

 .769**
 .636**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 
 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

Case Processing Summary 

Reliability Statistics 

 
a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Case Processing Summary 

  

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 
 
 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 31 100.0 

Excludeda
 0 .0 

Total 31 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 13 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

.932 18 

 

N % 

Cases Valid 31 100.0 

Excludeda
 0 .0 

Total 31 100.0 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.863 8 

N % 

Cases Valid 31 100.0 

Excludeda
 0 .0 

Total 31 100.0 

 



 

 
 
 

 

Correlations 

X2(1) X2(2) X2(3) X2(4) X2(5) X2(6) X2(7) X2(8) X2(9) X2(10) X2(11) X2(12) X2(13) X2(14) X2(15) X2(16) X2(17) X2(18) TOTAL X2 

X2(1) Pearson Correlation 1 .647**
 .560**

 .291 .328 .216 .259 .617**
 .476**

 .242 .284 .077 .128 .294 .196 .364*
 .416*

 .650**
 .575**

 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .001 .112 .072 .242 .159 .000 .007 .190 .121 .680 .493 .108 .290 .044 .020 .000 .001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(2) Pearson Correlation .647**
 1 .667**

 .321 .504**
 .410*

 .246 .736**
 .523**

 .292 .261 .240 .268 .338 .251 .483**
 .589**

 .609**
 .685**

 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .078 .004 .022 .182 .000 .003 .111 .156 .194 .145 .063 .173 .006 .000 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(3) Pearson Correlation .560**
 .667**

 1 .730**
 .618**

 .472**
 .201 .552**

 .386*
 .300 .506**

 .271 .490**
 .601**

 .445*
 .491**

 .492**
 .307 .743**

 

Sig. (2-tailed) .001 .000 
 

.000 .000 .007 .278 .001 .032 .101 .004 .140 .005 .000 .012 .005 .005 .093 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(4) Pearson Correlation .291 .321 .730**
 1 .708**

 .585**
 .238 .355*

 .332 .426*
 .443*

 .350 .520**
 .529**

 .525**
 .254 .408*

 .173 .668**
 

Sig. (2-tailed) .112 .078 .000 
 

.000 .001 .196 .050 .068 .017 .013 .054 .003 .002 .002 .169 .023 .353 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(5) Pearson Correlation .328 .504**
 .618**

 .708**
 1 .617**

 .481**
 .542**

 .620**
 .447*

 .435*
 .476**

 .657**
 .429*

 .514**
 .462**

 .616**
 .437*

 .808**
 

Sig. (2-tailed) .072 .004 .000 .000 
 

.000 .006 .002 .000 .012 .014 .007 .000 .016 .003 .009 .000 .014 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(6) Pearson Correlation .216 .410*
 .472**

 .585**
 .617**

 1 .514**
 .616**

 .311 .324 .376*
 .542**

 .290 .212 .361*
 .515**

 .474**
 .284 .662**

 

Sig. (2-tailed) .242 .022 .007 .001 .000 
 

.003 .000 .089 .075 .037 .002 .114 .253 .046 .003 .007 .121 .000 



 

 
 

 
 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(7) Pearson Correlation .259 .246 .201 .238 .481**
 .514**

 1 .324 .465**
 .471**

 .430*
 .422*

 .331 .102 .507**
 .520**

 .549**
 .325 .602**

 

Sig. (2-tailed) .159 .182 .278 .196 .006 .003 
 

.075 .008 .007 .016 .018 .069 .586 .004 .003 .001 .075 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(8) Pearson Correlation .617**
 .736**

 .552**
 .355*

 .542**
 .616**

 .324 1 .453*
 .193 .354 .321 .354 .423*

 .241 .575**
 .639**

 .651**
 .730**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .050 .002 .000 .075 
 

.011 .299 .051 .078 .051 .018 .192 .001 .000 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(9) Pearson Correlation .476**
 .523**

 .386*
 .332 .620**

 .311 .465**
 .453*

 1 .466**
 .421*

 .578**
 .400*

 .441*
 .445*

 .331 .650**
 .411*

 .710**
 

Sig. (2-tailed) .007 .003 .032 .068 .000 .089 .008 .011 
 

.008 .018 .001 .026 .013 .012 .069 .000 .022 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(10) Pearson Correlation .242 .292 .300 .426*
 .447*

 .324 .471**
 .193 .466**

 1 .339 .482**
 .407*

 .579**
 .681**

 .626**
 .484**

 .334 .661**
 

Sig. (2-tailed) .190 .111 .101 .017 .012 .075 .007 .299 .008 
 

.062 .006 .023 .001 .000 .000 .006 .067 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(11) Pearson Correlation .284 .261 .506**
 .443*

 .435*
 .376*

 .430*
 .354 .421*

 .339 1 .368*
 .269 .474**

 .562**
 .488**

 .518**
 .138 .625**

 

Sig. (2-tailed) .121 .156 .004 .013 .014 .037 .016 .051 .018 .062 
 

.041 .144 .007 .001 .005 .003 .458 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(12) Pearson Correlation .077 .240 .271 .350 .476**
 .542**

 .422*
 .321 .578**

 .482**
 .368*

 1 .347 .444*
 .439*

 .438*
 .313 .129 .589**

 

Sig. (2-tailed) .680 .194 .140 .054 .007 .002 .018 .078 .001 .006 .041 
 

.056 .012 .014 .014 .087 .489 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(13) Pearson Correlation .128 .268 .490**
 .520**

 .657**
 .290 .331 .354 .400*

 .407*
 .269 .347 1 .700**

 .448*
 .456**

 .417*
 .259 .632**

 

Sig. (2-tailed) .493 .145 .005 .003 .000 .114 .069 .051 .026 .023 .144 .056 
 

.000 .011 .010 .020 .159 .000 

 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 



 

 
 

 

X2(14) Pearson Correlation .294 .338 .601**
 .529**

 .429*
 .212 .102 .423*

 .441*
 .579**

 .474**
 .444*

 .700**
 1 .567**

 .603**
 .530**

 .285 .699**
 

Sig. (2-tailed) .108 .063 .000 .002 .016 .253 .586 .018 .013 .001 .007 .012 .000 
 

.001 .000 .002 .121 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(15) Pearson Correlation .196 .251 .445*
 .525**

 .514**
 .361*

 .507**
 .241 .445*

 .681**
 .562**

 .439*
 .448*

 .567**
 1 .550**

 .535**
 .171 .689**

 

Sig. (2-tailed) .290 .173 .012 .002 .003 .046 .004 .192 .012 .000 .001 .014 .011 .001 
 

.001 .002 .357 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(16) Pearson Correlation .364*
 .483**

 .491**
 .254 .462**

 .515**
 .520**

 .575**
 .331 .626**

 .488**
 .438*

 .456**
 .603**

 .550**
 1 .657**

 .568**
 .766**

 

Sig. (2-tailed) .044 .006 .005 .169 .009 .003 .003 .001 .069 .000 .005 .014 .010 .000 .001 
 

.000 .001 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(17) Pearson Correlation .416*
 .589**

 .492**
 .408*

 .616**
 .474**

 .549**
 .639**

 .650**
 .484**

 .518**
 .313 .417*

 .530**
 .535**

 .657**
 1 .602**

 .808**
 

Sig. (2-tailed) .020 .000 .005 .023 .000 .007 .001 .000 .000 .006 .003 .087 .020 .002 .002 .000 
 

.000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

X2(18) Pearson Correlation .650**
 .609**

 .307 .173 .437*
 .284 .325 .651**

 .411*
 .334 .138 .129 .259 .285 .171 .568**

 .602**
 1 .598**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .093 .353 .014 .121 .075 .000 .022 .067 .458 .489 .159 .121 .357 .001 .000 
 

.000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

TOTAL X2 Pearson Correlation .575**
 .685**

 .743**
 .668**

 .808**
 .662**

 .602**
 .730**

 .710**
 .661**

 .625**
 .589**

 .632**
 .699**

 .689**
 .766**

 .808**
 .598**

 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 
 

 

Correlations 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 TOTAL Y 

  
1 .109 .303 .385*

 .444*
 .529**

 .277 .064 .325 .575**
 .440*

 .519**
 .306 .613**

 

 
.559 .097 .032 .012 .002 .131 .733 .074 .001 .013 .003 .094 .000 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.109 1 .556**

 .398*
 .443*

 .437*
 .369*

 .433*
 .169 .409*

 .081 .387*
 .466**

 .612**
 

 
.559 

 
.001 .027 .013 .014 .041 .015 .365 .022 .665 .032 .008 .000 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.303 .556**

 1 .452*
 .228 .431*

 .357*
 .262 -.004 .334 .262 .644**

 .646**
 .640**

 

 
.097 .001 

 
.011 .217 .015 .049 .154 .984 .067 .155 .000 .000 .000 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.385*

 .398*
 .452*

 1 .453*
 .410*

 .363*
 .278 .543**

 .642**
 .519**

 .702**
 .647**

 .791**
 

 
.032 .027 .011 

 
.010 .022 .045 .130 .002 .000 .003 .000 .000 .000 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.444*

 .443*
 .228 .453*

 1 .253 .158 .170 .265 .425*
 .232 .305 .173 .532**

 

 
.012 .013 .217 .010 

 
.170 .395 .362 .150 .017 .208 .095 .351 .002 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.529**

 .437*
 .431*

 .410*
 .253 1 .806**

 .634**
 .376*

 .455*
 .262 .571**

 .549**
 .781**

 

 
.002 .014 .015 .022 .170 

 
.000 .000 .037 .010 .154 .001 .001 .000 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.277 .369*

 .357*
 .363*

 .158 .806**
 1 .680**

 .159 .130 .159 .405*
 .520**

 .627**
 

 
.131 .041 .049 .045 .395 .000 

 
.000 .393 .485 .393 .024 .003 .000 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.064 .433*

 .262 .278 .170 .634**
 .680**

 1 .259 .189 .178 .334 .486**
 .580**

 

 
.733 .015 .154 .130 .362 .000 .000 

 
.159 .309 .337 .067 .006 .001 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.325 .169 -.004 .543**

 .265 .376*
 .159 .259 1 .661**

 .248 .454*
 .290 .549**

 

 
.074 .365 .984 .002 .150 .037 .393 .159 

 
.000 .179 .010 .113 .001 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.575**

 .409*
 .334 .642**

 .425*
 .455*

 .130 .189 .661**
 1 .486**

 .612**
 .513**

 .747**
 

 
.001 .022 .067 .000 .017 .010 .485 .309 .000 

 
.006 .000 .003 .000 

 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  
.440*

 .081 .262 .519**
 .232 .262 .159 .178 .248 .486**

 1 .369*
 .430*

 .543**
 

 
.013 .665 .155 .003 .208 .154 .393 .337 .179 .006 

 
.041 .016 .002 

  
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y1 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 
 

N 

Y2 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 
 

N 

Y3 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 
 

N 

Y4 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 
 

N 

Y5 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 
 

N 

Y6 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 
 

N 

Y7 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 

 
N 

Y8 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 

 
N 

Y9 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 

 
N 

Y10 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 

 
N 

Y11 Pearson Correlation 
 

Sig. (2-tailed) 
 

N 

 



 

 
 

 

Y12 Pearson Correlation .519**
 .387*

 .644**
 .702**

 .305 .571**
 .405*

 .334 .454*
 .612**

 .369*
 1 .578**

 .801**
 

Sig. (2-tailed) .003 .032 .000 .000 .095 .001 .024 .067 .010 .000 .041 
 

.001 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y13 Pearson Correlation .306 .466**
 .646**

 .647**
 .173 .549**

 .520**
 .486**

 .290 .513**
 .430*

 .578**
 1 .772**

 

Sig. (2-tailed) .094 .008 .000 .000 .351 .001 .003 .006 .113 .003 .016 .001 
 

.000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

TOTAL Y Pearson Correlation .613**
 .612**

 .640**
 .791**

 .532**
 .781**

 .627**
 .580**

 .549**
 .747**

 .543**
 .801**

 .772**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .001 .001 .000 .002 .000 .000 
 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 
Correlations 

 
 
 

 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

 
 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia 

Pearson Correlation 1 .686**
 .697**

 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 

N 31 31 31 

Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

Pearson Correlation .686**
 1 .794**

 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 

N 31 31 31 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Pearson Correlation .697**
 .794**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

N 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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